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ABSTRAK 
 
 
Wahyudiana, 2009, Penentuan Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten 
berdasarkan Ketersediaan Alokasi Dana. Tesis, Magister Teknik Sipil 
Konsentrasi Teknik Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Program Pasca 
sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
Jalan adalah prasarana dasar ( basic infrastructure ) yang perlu dilakukan 
pemeliharaan sepanjang tahun untuk mempertahankan kondisi jalan agar sesuai 
dengan umur rencana. Kegiatan penanganan pemeliharaan jalan yaitu berupa 
pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekonstruksi. 
Keterbatasan dana yang tersedia mengakibatkan perlunya pengambilan keputusan 
yang tepat untuk menentukan alternatif jalan berdasarkan prioritas penanganan 
pemeliharaan jalan.  
Penelitian ini dikonsentrasikan untuk menyusun sistem pendukung keputusan 
penentuan prioritas pemeliharaan jalan  kabupaten. Proses penelitian ini adalah 
menentukan kriteria dan alternatif jalan yang akan dilakukan pemeliharaan melalui 
pembobotan hasil kuisioner dari stakeholder yang bertujuan membantu dalam 
penentuan keputusan mengenai urutan prioritas penanganan pemeliharaan ruas-ruas 
jalan kabupaten di Kabupaten Tulungagung. Sebagai alat bantu pengambilan 
keputusan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Analytical 
Hierarchi Process (AHP). 
Hasil pembobotan kriteria berdasarkan persepsi responden wakil stakeholder  
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Masyarakat menghasilkan bobot 
kriteria sebagai berikut : Kondisi Struktur Jalan dengan bobot 0,383, Kondisi Lalu 
Lintas dengan bobot 0,331, Kondisi Pelayanan dengan bobot 0,152 dan Tuntutan 
Masyarakat dengan bobot 0,134. Prioritas penanganan jalan per jenis penanganan 
(pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekonstruksi) dilakukan 
dengan membandingkan matrik kinerja tiap ruas jalan sebagai hasil perkalian antara 
bobot kriteria dengan hasil skoring. 
Penerapan skenario penggunaan alokasi dana sebesar 100%, 75%, 50%, 25% 
dari ketersediaan dana digunakan untuk pendekatan kondisi ketersediaan dana yang 
dimiliki pemerintah daerah sebesar 32,25%. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa 
penilaian dan pembobotan terhadap kriteria mampu menampilkan urutan prioritas 
yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian metode ini dapat digunakan 
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan prioritas penanganan pemeliharaan di 
Kabupaten Tulungagung. 
 
 
Kata Kunci :  Penanganan Pemeliharaan, AHP, Urutan Prioritas, Skenario Pendanaan 
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ABSTRACT 
 
 
Wahyudiana, 2009, Determination of Maintenance Priority Regency Road Based on 
Availability of Allocation of Fund. Thesis, Magister Teknik Sipil Konsentrasi Teknik 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
 
Road is base infrastructure that need to be done maintenance during the year to 
maintain condition of road that as according to plan age. Handling activity of road 
maintenance that is in the form of routine keeping, periodic keeping, improvement 
and reconstructs. Limitation of available fund results the importance of correct 
decision making to determine alternative of road based on handling priority of road 
maintenance. 
This research concentration to compile determination decision support system 
of maintenance priority of regency road. This research process is determine criterion 
and alternative of road which will be done maintenance through wight result of 
kuisioner from stakeholder with aim to assist in determination of decision about 
maintenance handling priority sequence of joint regency road in Tulungagung 
Regency. As a means of assists decision making at this research is by using method 
Analytical Hierarchi Process (AHP). 
Result of criterion wight based on perception of proxy responder stakeholder 
on Duty Public Work, On Duty Communication and Public yields criterion wight as 
follows : Condition Of Road Structure with wight 0,383, Condition Of Traffic with 
wight 0,331, Condition Of Service with wight 0,152 and Public Demand with wight 
0,134. Handling priority of road per handling type ( routine keeping, periodic 
keeping, improvement and reconstructs) done by comparing matrik performance 
every joint streets as result of multiplication between criterion wights with result of 
skoring. 
Applying of usage scenario of allocation of fund equal to 100%, 75%, 50%, 
25% availability of funds applied for approach of condition of availability of funds 
owned by local government equal to 32,25%. From result of analysis indicates that 
assessment and wight to criterion can present priority sequence matching with 
condition of the. Thereby this method serve the purpose of basis for decision making 
of keeping handling priority in Tulungagung Regency. 
 
 
Keyword : Maintenance Handling, AHP, Priority Sequence, Financing Scenario 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Prasarana jalan merupakan barang publik yang harus dapat dirasakan 
keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak 
menguasaan dan wewenang pengadaan prasaranan jalan umumnya dilakukan oleh 
pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan  sistem 
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih akomodatif terhadap 
kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan 
pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang 
pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten. Terciptanya 
sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara 
lancar, aman, cepat, murah dan nyaman merupakan tujuan pembangunan dalam 
sektor prasarana jalan. 
Dengan mekanisme pendanaan yang baru ini sebagian daerah merasa kesulitan 
dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pemprograman penanganan 
pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebagai akibat dari adanya 
kehilangan sumber pendanaan yang biasanya sudah ditentukan alokasi dan besaran 
  
15 
penggunaannya dari pusat. Sekarang ini daerah harus melakukan penyusunan 
program penanganan jalan sendiri ( sesuai kewenangannya berdasarkan status jalan ) 
dari APBD yang pembagiannya harus dikompromikan dengan ketersediaan dana dan 
kebutuhan dana untuk sektor lain.  
Jalan adalah prasarana dasar ( basic infrastructure ) dimana tanpa didukung 
ekonomi daerah yang cukup memadahi tidak dapat berlangsung, namun ketersediaan 
dana APBD yang memang terbatas dan pengalaman daerah dalam menyusun 
anggaran masih minim, maka kondisi adanya kekurangan dana penanganan untuk 
jalan tidak dapat dihindari. Hal ini menandakan bahwa sangat diperlukan adanya 
panduan yang jelas bagi daerah dalam mengalokasikan dana, terutama untuk 
membiayai pemeliharaan infrastruktur jalan, setidaknya bahwa agar alokasi dana 
untuk jalan tetap memadai, minimal jalan yang telah ada dapat dipelihara sehingga 
dapat beroperasi sebagaimana mestinya. 
Pada penelitian ini dikaji faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
mengalokasi dana untuk pemeliharaan jalan kabupaten. Dalam hal ini kasus 
penanganan jalan akan dikonsentrasikan untuk jalan kabupaten dimana perannya 
sebagai jalan sekunder cukup berarti dalam sistem distribusi, namun seperti telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten rata-
rata lebih kecil dibanding dengan dana penanganan jalan yang dibutuhkan.  
Salah satu fokus penelitian ini adalah penyusunan suatu sistem pendanaan 
pemeliharaan jalan untuk menghasilkan prioritas penanganan jalan sesuai dengan 
tingkat kepentingan ruas jalan tersebut bagi wilayah pelayanannya. Proses prioritas 
ini dilakukan dengan menggunakan kriteria yang sesederhana mungkin sehingga 
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dapat dengan mudah diaplikasikan. Dengan demikian hasil studi ini diharapkan dapat 
dikembangkan lebih lanjut dan diaplikasikan oleh instansi terkait di daerah dalam 
menyusun program penanganan jalan tahunan.  
Beberapa studi terdahulu telah mencoba untuk melakukan kajian prioritas 
penanganan jalan dengan pendekatan yang berbeda. Rochim dan Prayitno (2007) 
telah membahas prioritas penanganan jalan pada jalan propinsi, metode penanganan 
berdasarkan kondisi jalan tidak dibahas begitu juga kebutuhan biaya penanganannya. 
Winarto dan Utomo (2007) juga melakukan kajian prioritas pemeliharaan ruas-ruas 
jalan propinsi, ruas jalan kajian hanya empat ruas jalan propinsi. Metode penanganan 
dan kebutuhan penanganan tidak dibahas. Fataruba dan Aryani (2006) mencoba 
mengevaluasi perbandingan urutan prioritas usulan pemeliharaan jalan propinsi 
eksisting dengan metode pembobotan. Kriteria eksisting kondisi jalan dan lalu lintas 
harian rata-rata, untuk metode pembobotan terdiri dari enam kriteria baru yaitu 
potensi ekonomi komoditi unggulan, manfaat pemakai jalan, penduduk pengguna 
ruas jalan, peran serta masyarakat, fasilitas umum dan trayek angkutan. Metode 
penanganan terbatas hanya pada pemeliharaan berkala saja.  
Dari beberapa studi terdahulu banyak mengkaji masalah prioritas penanganan 
jalan propinsi. Pada penelitian ini yang akan dikaji adalah prioritas penanganan jalan 
kabupaten yang secara fungsi pelayanannya sangat berbeda dengan jalan propinsi. 
Selain itu pada studi ini disusun program penanganan jalan tahunan yang disesuaikan 
dengan sistem anggaran tahunan untuk program pemeliharaan jalan dengan beberapa 
skenario pendanaan. Diharapkan dengan skenario dana penanganan pemeliharaan 
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jalan ini memberikan gambaran yang nyata terhadap alokasi anggaran untuk 
penanganan pemeliharaan jalan kabupaten. 
 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Dari uraian latar belakang diatas dapat diketahui beberapa permasalahan yang 
berhubungan dengan penanganan pekerjaan pemeliharaan, adalah sebagai berikut : 
1. Adanya keterbatasan dana pemeliharaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
pemeliharaan seluruh ruas jalan, sehingga dalam menentukan prioritas 
penanganan harus dilakukan secara tepat. 
2. Perkerasan jalan akan lebih cepat rusak apabila terjadi penundaan penanganan 
yang akan menyebabkan meningkatnya biaya operasi kendaraan dan 
pemeliharaan jalan. 
C. BATASAN MASALAH 
Batasan-batasan masalah yang diambil  dalam studi kasus ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Kajian hanya dibatasi pada penanganan jalan kabupaten di wilayah studi, yakni 
di Koordinator Wilayah Campurdarat Kabupaten Tulungagung, 
2. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang tersedia, 
3. Data ruas jalan yang digunakan berasal dari usulan program penanganan jalan 
pada tahun tertentu, bukan berupa data inventarisasi seluruh ruas jalan di 
Kabupaten Tulungagung, 
4. Ruas jalan kabupaten yang dikaji hanya jalan dengan jenis permukaan beraspal. 
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5. Analisa kondisi kerusakan jalan hanya didasarkan atas jenis kerusakan berupa 
lubang dan retak sesuai ketersediaan data, 
6. Program penanganan jalan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah 
penanganan jalan tahunan, 
7. Besarnya skenario alokasi dana jalan kabupaten yang akan disimulasikan terdiri 
dari : 
a.  Skenario ideal ; yakni skenario dimana seluruh kebutuhan pananganan jalan 
dipenuhi sesuai kebutuhan 
b.  Skenario eksisting ; yakni skenario dimana  kebutuhan pananganan jalan 
dipenuhi sesuai ketersediaan dana 
c.  Skenario yang besarnya ditetapkan di bawah skenario ideal : 
· 75 %   Ketersediaan Dana 
· 50 %   Ketersediaan Dana 
· 25 %   Ketersediaan Dana 
· Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 
 
D. TUJUAN 
Telah disampaikan sebelumnya bahwa penelitian ini dikonsentrasikan untuk 
menyusun sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pemeliharaan jalan  
kabupaten. Dengan dasar tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi jaringan jalan dan kerusakan jalan kabupaten di Kabupaten 
Tulungagung. 
2. Menyusun pilihan kriteria jalan berdasarkan tingkat kerusakan jalan kabupaten. 
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3. Menyusun sistem dan rencana anggaran biaya prioritas berdasarkan ketersediaan 
dana. 
 
 
E. MANFAAT 
Kajian studi ini diharapkan menjadi masukan bagi instansi pengelola 
prasarana jalan kabupaten dan pihak-pihak terkait dalam menentukan prioritas 
pemeliharaan dan sistem penanganan pekerjaan pemeliharaan dalam satu tahun 
anggaran. 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN  TEORI 
 
A.  TINJAUAN  PUSTAKA 
Adanya kebijakan pendanaan, dan kebijakan lainnya berakibat semua ruas jalan 
tidak dapat tertangani seluruhnya, untuk itu dalam penyusunan program penanganan 
jalan harus menghasilkan urutan prioritas / peringkat ruas-ruas jalan yang akan 
ditangani, maka diperlukan metode seleksi untuk menentukan peringkat/prioritas 
tersebut yang dapat menampung berbagai kebijakan dan permasalahan yang terjadi, 
dalam hal ini metode yang diusulkan adalah Methode Analitycal Hierarchy Process. 
Untuk tujuan tersebut, diperlukan data-data eksisting ruas-ruas jalan dan 
data/informasi tentang kriteria penanganan jalan dari berbagai pihak di Bina Marga 
yang didapat melalui questioner-questioner. Hasil analisis menujukkan pembobotan 
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setiap elemen / kriteria harus dikalikan dengan bobot nilai kriteria yang sama yang 
dihasilkan dari data eksisting setiap ruas-ruas jalan, sehingga setiap ruas jalan akan 
mendapatkan skore dengan nilai angka tertinggi adalah mendapatkan prioritas 
pertama untuk ditangani dan akhirnya tersusun suatu daftar prioritas ruas-ruas jalan 
yang akan mendapatkan penanganan. 
Untuk menentukan urutan/prioritas ruas-ruas jalan dibagi menjadi 4 elemen 
berdasarkan urutan data hasil questioner adalah kerusakan pada perkerasan jalan, 
perilaku lalu lintas, kerusakan samping jalan dan public komplain. Kriteria yang 
memperoleh intensitas pentingannya / prioritas paling tinggi adalah kerusakan pada 
perkerasan jalan yaitu 56%, hal ini didukung dengan sub kriteria crack/retak-retak 
(19%) dan deformasi/lubang-lubang (32%) yang mana bila kedua sub kriteria 
tersebut terjadi maka ruas jalan tersebut harus mendapat penanganan segera. 
Sedangkan untuk kriteria perilaku lalu lintas bobot tingkat pentingnya adalah pada 
posisi kedua yaitu 24%, ini karena terdapat sub kriteria derajad kejenuhan 
(14%).Untuk kriteria kerusakan pada samping jalan dan  publik komplain walaupun 
ada sedikit pengaruhnya, dianggap kurang penting terhadap penyebab penanganan 
jalan sehingga mendapatkan bobot 14% dan 6%.  
( Rochim dan Prayitno, 2007 )  
 
Tuntutan agar seluruh ruas jalan dalam kondisi mantap setiap saat sepanjang 
tahun mengharuskan untuk membuat prioritas penanganan dan pemeliharaan 
terhadap ruas – ruas jalan yang ada. Dalam menyusun model hirarki keputusan untuk 
penentuan prioritas pemeliharaan suatu ruas jalan diperlukan faktor – faktor dominan 
7 
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dalam pengambilan keputusan prioritas pemeliharaan ruas jalan diperoleh melalui 
serangkaian data survey mulai dari Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan, Kepala Sub 
Dinas Penyusunan Program, hingga Wakil Kepala Dinas.  
Hasil studi pada ruas jalan propinsi menunjukkan bahwa ada empat faktor 
dominan dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan, yaitu : tingkat kemantapan 
jalan, International Roughness Index (IRI), lalu lintas harian rata – rata (LHR) dan 
tuntutan masyarakat pengguna jalan. ( Winarno dan Utomo, 2007 ) 
 
Kegiatan pemeliharaan berkala merupakan salah satu bagian dari program 
pemeliharaan jaringan jalan. Kendala yang dihadapi Dinas Prasarana Wilayah 
Provinsi dalam menentukan urutan prioritas usulan pemeliharaan berkala adalah 
keterbatasan anggaran dana dan tidak ada metode tertentu dalam pembobotan 
kriteria, sehingga prioritas yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di 
lapangan. Pada kondisi eksisting hanya digunakan kriteria dari hasil survei lapangan 
yaitu Kriteria Kondisi Jalan dan Kriteria Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), tanpa 
adanya pembobotan tingkat kepentingan kriteria tersebut.  
Urutan prioritas usulan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah manfaat yang 
didapat dari jumlah perkalian antara bobot kepentingan kriteria dengan nilai kriteria 
untuk setiap ruas jalan. Parameter yang digunakan pada metode pembobotan, disusun 
berdasarkan sasaran dan tujuan renstrada yang sesuai dengan program penanganan jalan, 
yaitu ; potensi komuditi unggulan, manfaat pemakai jalan, jumlah penduduk pengguna 
ruas jalan, jumlah fasilitas umum, peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan, 
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kondisi ruas jalan, lalulintas harian rata rata, dan jumlah trayek angkutan umum. Hasil 
pembobotan kriteria digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat masing-masing 
kriteria. Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan, hasil urutan prioritas usulan 
dengan metode pembobotan dinilai lebih baik dan lebih lengkap. 
( Fataruba dan Aryani, 2006 ) 
 
Program prioritas penanganan jalan dengan metode Analytical Hierarchy 
Process dilakukan pendekatan yang agak berbeda dengan pendekatan yang dilakukan 
pada model IRMS (Integrated Road Management System) maupun Surat Keputusan 
Direktorat Jenderal Bina Marga no. 77/KPTS/\Db/1990 yang telah digunakan di 
Dinas-dinas PU. Dalam hal ini perlu memasukkan perbagai kriteria seperti kondisi 
lingkungan, potensi daerah serta kemungkinan kerusakan jalan akibat bencana 
alam/kerusuhan. 
Hasil analisis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa peringkat yang 
dihasilkan dengan metoda ini lebih realistis dibandingan pembobotan berdasarkan 
NPV, karena memasukkan perbagai komponen lain selain arus lalu lintas. Di tempat-
tempat dengan arus lalulintas yang rendah, tetapi potensial untuk berkembang, 
seperti Kawasan Timur Indonesia, maka sistem pembobotan ini akan lebih sesuai. 
 ( Munawar dan Subchan, 2002 ) 
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B. DASAR  TEORI 
1.   Pengelolaan Jalan Kabupaten    
Negara memberikan wewenang kepada pemerintah propinsi dan pemerintah 
kabupaten untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Pada UU 38/ 2004 
tentang jalan juga menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam 
penyelenggaraan jalan. Khususnya untuk pemerintah kabupaten, negara 
memberikan wewenang penyelenggaraan jalan yang meliputi penyelenggaraan 
jalan kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya sesuai dengan sistem pemerintahan 
yang berlaku di Indonesia wewenang tersebut dilimpahkan kepada instansi yang 
ditunjuk di daerah. Wewenang penyelenggaraan jalan tersebut meliputi kegiatan 
penyelenggaraan jalan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang meliputi seluruh 
siklus kegiatan dan perwujudan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan jalan. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 
2004, tugas-tugas tersebut dibagi secara terstruktur dirangkum dalam Tabel 2.1. 
Jalan kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 
primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional atau jalan propinsi, yang 
menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota 
kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan 
lokal. Serta jalan umum dalam sistim jaringan jalan sekunder dalam wilayah 
kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Sedangkan berdasarkan perkiraan LHR 
(Lalu lintas Harian Rata-rata) yang melalui jalan tersebut sesuai dengan umur 
rencana yang ditetapkan, maka jalan tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa 
kelas sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, yaitu: Kelas IIIA, IIIB dan 
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IIIC dengan muatan sumbu terberat (MST) sebesar 8 Ton. Volume lalu lintas 
pada kelas jalan tersebut dikelompokkan kedalam volume lalu lintas rendah, 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. Namun kadangkala dimungkinkan 
terjadi pada jalan tersebut dengan volume lalu lintas normal. Sehingga dalam 
metode perencanaannya, baik tebal perkerasan dan juga perencanaan 
geometriknya harus disesuaikan dengan keadaan volume lalu lintas yang ada, 
yaitu volume lalu lintas rendah (LHR < 1.000 smp) atau volume lalu lintas 
normal (LHR > 1.000 smp). Syarat minimal digunakan bila anggaran tidak 
mencukupi, pekerjaan layak secara ekonomis, dan sumber daya mendukung/ 
memadai. 
 
 
Tabel 2.1 Wewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan 
Kabupaten 
No Wewenang Pengertian 
1. Pengaturan a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten 
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan 
memperhatikan keserasian antar daerah dan antar 
kawasan, 
b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan 
jalan kabupaten, 
c. penetapan status jalan kabupaten, 
d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten. 
2. Pembinaan a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan 
dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan 
kabupaten, 
b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan 
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang 
milik jalan dan ruang pengawasan jalan, 
c.  pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk 
jalan kabupaten. 
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3. Pembangu-
nan 
a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, 
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan 
kabupaten, 
b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten, 
c. pengembangan dan pengelolaan manajemen 
pemeliharaan jalan kabupaten, 
4. Pengawasan a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, 
b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan 
jalan kabupaten, 
Sumber: Disarikan dari pasal 20, 26, 33, 39 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
 
 
Tabel 2.2  Klasifikasi Jalan Kabupaten 
Kelas 
Jalan 
Fungsi 
Jalan 
KRLL 
LHR 
 (smp) 
Lebar 
Perk. 
(m) 
Tipe 
Permukaan 
Keterangan 
III A Lokal  
Primer 
4 > 500 5,5 Aspal Jalan kabupaten yang 
menghubungkan ibu 
kota kabupaten dengan 
pusat kecamatan 
3 200 - 500 5,5 Aspal III B Lokal 
Sekunder 
2 
 
50 – 200 
 
5,5 
 
Min Kerikil 
dan Maks 
Aspal 
Jalan kabupaten yang 
menghubungkan pusat 
kecamatan dengan 
pusat kecamatan lainnya 
III C Lokal 
Sekunder 
1 < 50 5,5 Kerikil Jalan kabupaten yang 
menghubungkan desa 
dengan pusat 
kecamatan 
Sumber :  DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten, 2005 
 
2.   Kegiatan Penanganan Prasarana Jalan 
Tujuan penanganan prasarana jalan adalah untuk menjaga kinerja jalan 
sehingga fungsinya dalam sistem infrastruktur jalan (atau lebih dikenal sebagai 
jaringan jalan) dapat berjalan sebagai mana mestinya sesuai tujuan 
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penyelenggaraan prasarana jalan itu sendiri. Dengan kata lain, secara lebih 
spesifik dapat dikatakan bahwa tujuan penanganan jalan adalah untuk menjaga 
kondisi fisik dan operasional dari jaringan jalan agar tetap dalam kondisi baik 
sehingga dapat dioperasikan atau memberikan pelayanan sebagai mana mestinya.  
Departemen Kimpraswil ( Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 ) 
memiliki definisi mengenai tujuan penanganan jalan yakni 100% jalan mantap. 
Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria, yakni mantap secara 
konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas. 
a.   Definisi Kemantapan Jalan 
Adapun definisi kondisi pelayanan mantap, tidak mantap, dan kritis 
didefinisikan sebagai berikut: 
1). Kondisi Pelayanan Mantap 
Kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan 
kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), dengan 
penurunan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan. Yang 
termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang. 
2).  Kondisi Pelayanan Tidak Mantap 
Kondisi pelayanan berada diantara batas kemantapan sampai dengan 
batas kritis. Termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi 
rusak  atau kurang baik. 
3). Kondisi Kritis 
Kondisi pelayanan dengan nilai kemantapan mulai dari batas 
kekritisan sampai dengan tidak terukur lagi, dimana kondisi tersebut 
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menyebabkan kapasitas jalan menurun. Termasuk dalam kondisi ini 
adalah jalan dengan kondisi rusak berat atau buruk. 
b.   Kriteria Kemantapan Jalan 
Guna menentukan suatu jalan dalam koridor "mantap" maka diperlukan 
beberapa parameter yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menganalisisnya. 
Untuk keperluan praktis maka parameter yang dibutuhkan harus memenuhi 
beberapa syarat utama, antara lain: 
1) parameter dapat mewakili/mencerminkan kondisi jalan yang ditinjau, 
2) tersedia untuk seluruh jalan yang akan dievaluasi, 
3) diperbarui minimal setiap tahun dengan biaya yang murah (ekonomis). 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 dimana akibat kondisi lalu 
lintas dan kondisi non lalu lintas lainnya maka jalan akan mengalami 
penurunan kondisi yang diindikasikan terjadinya kerusakan pada 
permukaan perkerasan jalan. Penurunan kondisi tersebut mengakibatkan 
umur perkerasan jalan akan berkurang. 
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 PENGERTIAN KONDISI, KEMANTAPAN dan PENANGANAN JALAN 
Masa Pelayanan 
Jalan 
Pemeliharaan Rutin 
Pt 
Po 
Kondisi Baik 
Pemeliharaan Berkala 
Batas Kritis 
Batas kemantapan 
Peningkatan 
Apabila  Pemeliharaan Rutin/ 
Berkala dilakukan dgn baik  
Kondisi Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat 
Pt 
Apabila tidak ada 
pemeliharaan 
Pk 
Pk 
Rekonstruksi 
N
ila
i K
o
n
st
ru
ks
i J
al
an
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 S
er
vi
ce
ab
ili
ty
 I
n
d
ex
 )
 
 
Sumber :  Informasi Kebina Margaan, Dinas Pekerjaan Umum, 2007 
Gambar 2.1  Hubungan Kondisi Fisik Jalan dengan Kebutuhan Penanganan 
3.   Kegiatan Pemeliharaan Jalan 
Pengelolaan pemeliharaan jalan bukanlah pekerjaan yang mudah, lebih-
lebih pada saat kondisi anggaran yang terbatas serta beban kendaraan yang 
cenderung jauh melampaui batas dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat. 
Disamping itu, makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan 
tuntutannya atas penyediaan prasarana jalan merupakan tantangan yang perlu 
mendapat perhatian oleh penyelenggaran jalan. 
Tujuan utama dari pelaksanaan pemeliharaan jalan ini adalah agar jalan 
yang bersangkutan dapat melayani lalu lintas sesuai dengan lingkungannya dalam 
batasan repetisi beben standar maupun kemampuan struktur yang telah 
direncanakan. Dengan dilaksanakannya program pemeliharaan jalan sesuai 
Po :   Nilai Konstruksi / Serviceability Index Awal ( baru ) 
Pt  :   Nilai Konstruksi / Serviceability Index Akhir ( terminal, batas kemantapan ) 
Nilai Po dan Pt tergantung pada Klasifikasi jalan ( N, P dan K ) serta LHR ( < 1.000 - 3.000 ; 3.000 - 10.000 ; dan > 10.000 ) 
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dengan ketentuan tersebut diharapkan jalan kabupaten yang berkondisi mantap 
akan dapat dipertahankan tetap mantap sampai jangka waktu pencapaian repetisi 
beban yang telah direncanakan. 
Kegiatan pemeliharaan jalan dapat dikelompokan atas beberapa kategori 
kegiatan pemeliharaan berdasarkan: frekuensi penanganan atau waktu 
pelaksanaan, bentuk fisik pekerjaan, dan nilai pekerjaannya. 
a.   Waktu Penanganan 
Menurut frekuensi penanganannya, pemeliharaan yang dilakukan 
tersebut dapat dikelompokan atas beberapa kategori pemeliharaan yang 
masing-masing jenis kegiatan pemeliharaan tersebut dapat ditunjukkan 
pada Tabel 2.3. Sedangkan untuk kegiatan pelebaran jalan, perbaikan 
geometri jalan, dan sudah tentu juga dengan pembangunan seksi jalan tidak 
termasuk dalam kegiatan pemeliharaan jalan, melainkan masuk dalam 
kegiatan pembangunan jalan. 
Kategori kegiatan pemeliharaan berdasarkan waktu penanganan 
tersebut adalah terdiri dari: 
1) Pemeliharaan Rutin 
Frekuensi pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan interval 
penanganan kurang dari 1 (satu) tahun. Kegiatan pemeliharaan rutin ini 
dibedakan atas yang direncanakan secara rutin (cyclic) dan tidak 
direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan (reactive). 
2) Pemeliharaan Periodik 
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Frekuensi pemeliharaan yang dilakukan adalah secara periodik 
dengan interval penanganan beberapa tahun. Kegiatan pemeliharaan ini 
dilakukan baik untuk menambah nilai struktural ataupun memperbaiki 
nilai fungsionalnya yang meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan 
(preventive), pelaburan (resurfacing), pelapisan tambah (overlay), dan 
rekonstruksi perkerasan (rehabilitation). 
3) Pekerjaan Darurat 
Frekuensi pemeliharaan darurat ini tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya karena kejadiannya tersebut tidak dapat diperkirakan atau 
diprediksi. Pekerjaan pemeliharaan yang termasuk dalam kegiatan ini 
adalah perbaikan sementara untuk jalan tertutup akibat longsoran, 
banjir atau bekas kecelakaan kendaraan. 
 
Tabel 2.3  Kategori Kegiatan Pemeliharaan Jalan 
Kategori Kegiatan Tipe Kegiatan Uraian 
Aktifitas Kegiatan   
yang dilaksanakan 
Pemeliharaan Rutin 
(Routine Maintenance) 
· Pekerjaan tersebut 
dilaksanakan tiap 
tahun. 
· Dananya 
dialokasikan tiap 
tahun. 
Mempunyai siklus 
tertentu (Cyclic) 
Kegiatan pemeliharaan 
rutin yang dilakukan 
secara terjadwal dengan 
interval tertentu untuk 
mengantisipasi akibat 
dari pengaruh 
lingkungan. 
Jalan Beraspal / Tdk 
Beraspal: 
· Pembersihan jalan dan 
bangun pelengkap jalan 
· Pengendalian tanaman/ 
pemotongan rumput. 
· Pemeliharaan gorong-
gorong dan saluran 
drainase samping. 
  
31 
Keadaan/ kondisi 
kerusakan yang ada 
(Reactive) 
Kegiatan perbaikan 
kerusakan jalan secara 
responsif berdasarkan 
kondisi kerusakan yang 
terjadi untuk 
mengantisipasi 
kerusakan ringan akibat 
pengaruh lalu lintas dan 
lingkungan. 
Jalan Beraspal : 
· Taburan Pasir (Sanding) 
· Laburan Aspal Pasir 
Setempat (local sealing) 
· Penyumbatan Retak 
(crack sealing) 
· Penambalan Permukaan/ 
Perataan Permukaan 
(skin patching/ filling in) 
· Penambalan struktural 
(deep patching) 
· Penambalan Kerikil 
Setempat (spot 
regraveling/ patching) 
· Perataan Bahu dan lereng 
(filing on shoulder and 
slopes) 
· Perbaikan Drainase 
(improvement drainase) 
· Perbaikan Bahu Jalan 
(shoulder improvement) 
 
Jalan Tidak Beraspal : 
· Perbaikan Lubang 
(Potholes) 
· Perbaikan Alur 
· Dragging 
· Grading 
Sumber :  DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten, 2005 
 
 
 
 
Tabel 2.3  Kategori Kegiatan Pemeliharaan Jalan           ( Lanjutan ) 
Kategori Kegiatan Tipe Kegiatan Uraian 
Aktifitas Kegiatan   
yang dilaksanakan 
Pemeliharaan Periodik 
(Periodik Maintenance) 
· Pekerjaan direncana-
kan dengan interval 
beberapa tahun. 
· Secara tipikal dana 
harus dialokasikan 
untuk tiap tahun  
atau hanya pada 
Pencegahan 
(Preventive) 
Penambahan lapis tipis 
aspal pada permukaan 
guna memperbaiki 
integritas permukaan  
dan sebagai lapis kedap 
air namun tidak mening-
katkan kekuatan struktur 
dari perkerasan 
Jalan Berasapal : 
· Laburan Aspal Taburan 
Pasir–BURAS 
(Resealing) 
· Lapis Tipis Aspal Pasir -
LATASIR/ HRS 
· Lapis Bubur Aspal 
(Slurry Seal) 
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Pelaburan 
(Resurfacing) 
Penambahan lapis 
permukaan guna 
memperbaiki integritas 
dan kedap air dan tidak 
untuk meningkatkan 
kekuatan strukutr dari 
perkerasan 
Jalan Beraspal : 
· Laburan Permukaan 
Aspal (Surface 
Dressing), yaitu Burtu 
dan Burda 
· Lapis Tipis Aspal Beton 
- LATASTON (Thin 
Overlay)  
Jalan Tidak Beraspal : 
· Regravelling 
Pelapisan Tambah 
(Overlay) 
Penambahan tebal 
lapisan perkerasan 
dengan tebal tertentu 
guna meningkatkan 
Integritas struktur dan 
meningkatkan kekuatan 
struktur dari perkerasan 
Jalan Beraspal : 
· Lapis Penetrasi 
Macadam – LAPEN 
(Macadam) 
· Lapis Aspal Beton -
LASTON (Asphalt 
Concrete) 
Rekonsruksi 
Perkerasan 
(Pavement 
Reconstruction) 
Mengganti sebagai atau 
keseluruhan dari perke-
rasan dan kemudian 
menambahnya dengan 
yang baru untuk 
meningkatkan itegritas 
struktural dan kekuatan 
struktur perkerasan 
Jalan Beraspal : 
· Inlay 
· Mil and Replace 
· Full pevement 
Recosntruction 
Pemeliharaan Khusus 
(Special Works) 
· Pekerjaan tsb tidak 
dapat dipastikan 
diawal. 
· Dibutuhkan dana 
khusus/ dana konti-
gensi & dapat dima-
sukkan kedalam 
pemeliharaan 
tahunan. 
Pekerjaan Darurat 
(Emergency works) 
Penanganan jalan secara 
darurat untuk jalan yang 
terhambat atau tertutup 
akibat bencana alam atau 
kecelakaan kendaraan. 
Jalan Beraspal/ Tdk 
Beraspal: 
· Penanggulangan 
Kecelakaan kendaraan. 
· Penanggulangan 
Bencana alam. 
Sumber :  DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten, 2005 
b.   Fisik Pekerjaan 
Jenis kegiatan pemeliharaan jalan berdasarkan fisik dalam kegiatan 
pelaksanaannya dapat dikelompokan menjadi: perawatan, rehabilitasi, 
penunjangan, dan peningkatan. Masing-masing jenis kegiatan pemeliharaan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1)  Perawatan Jalan 
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Perawatan jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki 
kerusakan-kerusakan setempat yang terjadi pada jalan. Kegiatan ini 
dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan agar kondisi 
pelayanannya dapat dipertahankan dan menurun secara wajar seperti 
yang diperhitungkan. 
2) Rehabilitasi 
Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap 
setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat 
menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/ tempat tertentu dari suatu 
ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Dengan rehabilitasi, 
maka penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan 
pada kondisi kemantapan sesuai rencana yang diperkirakan. Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada segmen 
tertentu yang mengakibatkan penurunan yang tidak wajar pada 
kemampuan pelayanan jalan pada bagian-bagian tertentu. 
 
 
3) Penunjangan Jalan 
Penunjangan jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat 
meningkatkan kemampuan pelayanan pada ruas jalan pada kondisi 
kemampuan pelayanan tidak mantap atau kritis, agar ruas jalan tersebut 
tetap dapat berfungsi melayani lalu lintas dan agar kondisi jalan pada 
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setiap saat tidak semakin menurun. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
pemeliharaan jalan yang bersifat darurat/ sementara. 
4) Peningkatan Jalan 
Yang dimaksud dengan peningkatan jalan adalah suatu kegiatan 
untuk memperbaiki kondisi jalan yang kemampuannya tidak mantap 
atau kritis, sampai suatu kondisi pelayanan yang mantap sesuai dengan 
umur rencana yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
penanganan jalan yang dapat meningkatkan kemampuan strukturalnya 
sesuai dengan umur rencana jalan tersebut. 
 
c. Nilai Pekerjaan 
Pengelompokan berdasarkan jenis pemeliharaan berdasarkan nilai 
pekerjaan ini umumnya dilakukan untuk kegiatan pengelolaan jalan pada 
tahapan perencanaan umum dan pemrograman tahunan. Ditinjau dari 
biaya dan nilai pekerjaan, jenis pemeliharaan jalan dibedakan atas: 
pekerjaan berat, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, penyangga, dan 
pekerjaan darurat. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut: 
 
1) Pekerjaan Berat (PK) 
Pekerjaan ini disebut juga pekerjaan peningkatan dan dilakukan 
untuk jalan berkondisi rusak/ rusak berat. Pekerjaan berat ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan jalan ke arah standar minimum yang 
sesuai dengan tingkat lalu lintas yang diperkirakan, dan biasanya 
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merupakan pembangunan kembali perkerasannya. Pekerjaan berat ini 
dapat berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi dengan 
umur rencana paling sedikit 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Pembangunan Baru 
Pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk meningkatkan jalan tanah 
atau jalan setapak agar dapat dilintasi oleh kendaraan roda empat 
sesuai dengan standar minimalnya. Kondisi jalan yang berat ini, 
memerlukan biaya yang besar dan biasanya pekerjaan tanah yang besar 
pula. 
b) Pekerjaan Peningkatan 
Pekerjaan ini untuk meningkatkan standar pelayanan dari jalan 
yang ada; baik yang berupa membuat lapisan menjadi lebih halus, 
seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal atau 
menambah Lapisan Tipis Aspal Beton-Lataston (Hot Rolled Sheet); 
atau menambah lapisan struktur lain seperti Lapis Penetrasi Makadam 
atau Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete) guna memperkuat struktur 
perkerasannya; atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada. 
 
c) Pekerjaan Rehabilitasi 
Pekerjaan ini dilaksanakan bila pekerjaan pemeliharaan yang 
secara tetap dan seharusnya dilaksanakan tersebut diabaikan atau 
pemeliharaan berkala/ pelapisan ulang terlalu lama ditunda 
sehingga keadaan lapisan semakin memburuk. 
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Yang termasuk dalam kategori ini adalah perbaikan terhadap 
kerusakan lapisan permukaan seperti lubang-lubang dan kerusakan 
struktural seperti amblas, asalkan kerusakan tersebut kurang dari 15-20% 
dari seluruh perkerasan yang biasanya berkaitan dengan lapisan aus 
baru. Pembangunan kembali secara total biasanya diperlukan bila 
kerusakan struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari 
diabaikannya pemeliharaan, atau kekuatan desain yang tidak sesuai, 
atau karena umur yang telah terlampau. 
2) Pemeliharaan Berkala  
Yaitu pekerjaan perbaikan dengan frekuensi yang direncanakan 
dalam satu tahun atau lebih pada suatu lokasi, seperti pengaspalan atau 
pelapisan ulang permukaan jalan beraspal berkala dan pengkerikilan 
ulang jalan kerikil serta pekerjaan drainase. Pekerjaan ini dilakukan untuk 
jalan dengan kondisi sedang. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah 
persiapan dan pekerjaan perbaikan lain untuk mempertahankan, agar jalan 
tetap pada kondisi baik. Apabila pekerjaan pengaspalan atau pelapisan ulang 
dilakukan pada suatu segmen, maka seluruh pekerjaan pemeliharaan, termasuk 
pekerjaan drainase, dinyatakan sebagai pekerjaan berkala. 
3) Pemeliharaan Rutin  
Adalah pekerjaan ringan dan pekerjaan rutin umum, yang 
dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam setahun. Dikatakan 
pekerjaan ringan karena pekerjaan ini tidak membutuhkan alat berat 
namun pekerjaannya tersebut dilakukan untuk jalan yang berkondisi baik 
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yang tersebar dalam suatu jaringan jalan. Jenis kegiatan dalam pekerjaan 
ini antara lain dapat berupa penambalan lapis permukaan dan pemotongan 
rumput. 
4) Pekerjaan Penyangga 
Pekerjaan penyangga ini dilakukan untuk jalan yang berkondisi 
rusak/ rusak berat namun tidak dapat dilakukan kegiatan 
peningkatan (karena keterbatasan dana). Pada intinya dari 
pekerjaan ini adalah menjaga agar jalan tersebut tidak lebih 
memburuk atau makin parah sehingga jalan tersebut masih dapat dilalui 
oleh kendaraan. Dana yang memadai perlu dicadangkan untuk kegiatan 
penyangga ini. 
5) Pekerjaan Darurat 
Pekerjaan ini sangat diperlukan untuk mengatasi jalan yang 
berkondisi baik, sedang dan rusak dimana pada jalan terebut baru saja 
tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda empat karena keadaan yang 
mendadak seperti terjadinya tebing jembatan yang roboh atau akibat 
kecelakaan. Dana untuk kegiatan darurat ini tidak dapat disiapkan 
sebelumnya, tetapi sebaiknya perlu dicadangkan dalam jumlah yang 
sepadan. 
 
Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan jalan didaerah dibutuhkan suatu 
organisasi yang tetap dan bekerja sepanjang tahun. Organisasi tersebut khusus 
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menangani kegiatan pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan-kegiatan antara 
lain: 
a) Melakukan inventarisasi jalan, yaitu mencatat daftar ruas-ruas jalan yang 
menjadi tanggung jawab pengelolaannya dan karakteristik dasar tiap seksi 
dari jaringan jalan yang ada. 
b) Melakukan inspeksi lapangan, untuk mengevaluasi jaringan jalan dan 
mengukur dan mencatat kondisi yang ada. 
c) Melakukan penentuan kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan, 
menganalisa akibat dan penyebab dari kerusakan yang ada dan 
menentukan kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mencegah 
kerusakan lebih lanjut. 
d) Perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu memperkirakan kebutuhan biaya 
untuk kegiatan pemeliharaan secara keseluruhan dan juga biaya detail 
untuk masing-masing ruas jalan. 
e) Menentukan prioritas penentuan pekerjaan pemeliharaan yang harus 
dilakukan mengingat dengan adanya keterbatasan dana yang ada. 
f) Melakukan penjadwalan kerja dan pelaksanaan kegaitan pemeliharaan, 
termasuk didalamnya adalah kegiatan persiapan kontrak yaitu persiapan 
untuk dokumen kontrak dan penentuan pemenang kontrak dan 
pengawasan kegiatan pemeliharaan jalan. 
g) Melakukan monitoring, dengan cara melakukan pengecekan mutu, 
kemajuan dan efektifitas dari pekerjaan pemeliharaan jalan. 
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Cakupan dari pekerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi obyek kegiatan 
pemeliharaan jalan ini adalah pada daerah yang merupakan pemanfaatan jalan, 
yaitu meliputi : 
a) Perkerasan jalan. 
b) Bahu jalan. 
c) Drainase selokan tepi jalan. 
d) Bangunan pelengkap jalan, seperti: gorong-gorong, jembatan, patok jarak, 
tembok penahan tanah. 
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi 
kegiatan pemeliharaan suatu ruas jalan, antara lain: 
a) Kerusakan (jenis, keparahan, luas, penyebaran). 
b) Jenis perkerasan (beraspal-Lapen Makadam, beton aspal, tidak beraspal), 
c) Lalu lintas. 
d) Cuaca (terutama curah hujan). 
e) Umur sisa perkerasan. 
f) Ketersedianya sumber daya. 
4.   Perencanaan Biaya Pemeliharaan 
Kegiatan operasional pemeliharaan yang akan dilakukan di lapangan 
berkaitan dengan material, tenaga kerja, dan peralatan. Untuk memperkirakan 
kebutuhan material dalam kegiatan pemeliharaan adalah mudah, yaitu dengan 
mengukur langsung kebutuhan pemeliharaan berdasarkan hasil survai kondisi 
atau hasil perhitungan perencanaan kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan. 
Namun, untuk memperkirakan kebutuhan jumlah tenaga kerja dan peralatan 
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adalah relatif sulit. Salah satu faktor yang menentukan kebutuhan tenaga kerja 
dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pemeliharaan adalah metode 
kerja yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan metode padat karya 
(labour based) atau padat alat (mechanical based). 
Saat ini, Dalam hal perkiraan biaya untuk kegiatan pemeliharaan kabupaten 
digunakan prosedur yang terdapat dalam Petunjuk Teknik Analisa dan Harga 
Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten No.015/T/Bt/1995, yang dikenal dengan 
Analisa K. Namun penggunaan dari pada analisa K tersebut harus diperhatikan 
juga dengan asumsi-asumsi yang digunakan pada persyaratan teknis pekerjaan 
seperti yang tercantum pada Buku Spesifikasi yang terkait. Bila kegiatan 
pekerjaan pemeliharaan tidak tersedia dalam Analisa K, maka maka penentuan 
analisa harga untuk pekerjaan tersebut digunakan Panduan Analisa Harga Satuan 
yang diterbitkan oleh Bina Marga sebagai standar pada penentukan Perkiraan 
Teknik (Engineer’s Estimate) dan Perkiraan Pemilik (Owner’s Estimate) untuk 
pekerjaan-pekerjaan jalan. Metode perhitungan tersebut harus digunakan baik 
untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik, maupun pekerjaan darurat. 
a. Estimasi Biaya untuk Pemeliharaan Rutin 
Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk sebagai kegiatan pemeliharaan rutin 
adalah perbaikan-perbaikan kecil perkerasan jalan, pemotongan rumput 
beserta pengendalian tumbuh-tumbuhan dan pembersihan saluran. Perkerjaan 
pemeliharaan rutin yang masuk dalam pekerjaan jalan adalah : 
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1) pekerjaan dengan lapis penutup, perbaikan dan penambalan lubang-
lubang, bagian amblas, tepi jalan, retak-retak dan alur bekas roda 
(rutting), 
2) jalan kerikil, perbaikan-perbaikan lubang dan daerah-daerah lunak, 
pembentukan ulang dan perataan, 
3) pengendalian vegetasi (tumbuh-tumbuhan), termasuk pemotongan rumput 
dan perapihan bahu jalan, 
4) rambu lalu lintas, pembersihan dan pengecatan ulang, 
5) jembatan-jembatan, pembersihan lantai jembatan, kanal dan saluran 
outlet. 
Perkiraan biaya tahunan kegiatan ini dibuat berdasarkan hasil survai 
kondisi permukaan jalan untuk masing-masing item pekerjaan tersebut yang 
dikalikan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sehingga didapatkan 
biaya pemeliharaan secara keseluruhan. 
 
b. Estimasi Biaya untuk Pemeliharaan Periodik 
Pekerjaan pemeliharaan periodik (berkala) dilakukan untuk pekerjaan 
perbaikan dan pembentukan ulang permukaan sehingga jalan-jalan tersebut 
selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai. Yang termasuk dalam pekerjaan 
pemeliharaan periodik jalan adalah sebagai berikut : 
1) pekerjaan dengan lapis penutup: pekerjaan perbaikan dan pekerjaan 
persiapan untuk pembentukan ulang permukaan, lapis penutup aspal 
(Burtu, Burda, Lapen) dan lapis ulang permukaan (overlay), 
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2) jalan kerikil: perbaikan-perbaikan lubang dan daerah-daerah lunak, 
pembentukan ulang dan peralatan, 
3) drainase jalan: penyediaan gorong-gorong dan saluran baru, dinding 
kepala dan dinding sayap, 
4) bahu jalan: pembuatan dan pembentukan kembali bahu jalan, 
5) jembatan-jembatan: perbaikan konstruksi, penggantian lantai jembatan, 
dan pengecetan ulang pekerjaan baja. 
Sebelum pekerjaan pemeliharaan periodik direncanakan, perlu 
dilakukan survai yang lebih detail mengenai kekuatan struktur perkerasan, 
baik dengan menggunakan Dinamic Cone Penetrometer atau Survai 
Benkelman Beam dan sebelum pekerjaan pelapisan ulang (overlay) 
dilakukan, terlebih dahulu dilakukan survai kondisi untuk memperbaiki 
kondisi permukaan. 
 
c. Estimasi Biaya untuk Pemeliharaan Darurat 
Kegiatan pemeliharaan darurat ini ditujukan untuk mengatasi kerusakan 
yang tidak terduga baik yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan ataupun 
bencana alam. Dalam banyak kasus, akibat dari bencana ini akan 
membutuhkan sumber daya yang besar sekali agar ruas pada jaringan jalan 
yang ada dapat dipelihara agar dapat terbuka sepanjang tahun. 
Kegiatan pemeliharaan ini tidak dapat diperkirakan melalui evaluasi 
kondisi jalan yang tiap tahun dilakukan dan tidak ada perencanaan khusus 
yang dapat dilakukan. Namun, mengingat pentingnya kegiatan ini, maka 
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untuk setiap tahunya dapat dialokasikan porsi dana untuk mengantisipasi 
kegiatan ini. Jika tidak dapat dialokasikan secara khusus, maka biaya 
penanganan pemeliharaan khusus ini dapat dimasukan ke dalam biaya 
pemeliharan rutin, hanya sifatnya diluar rencana/ program. 
Agar lebih realistik dalam merencanakan dan mengorganisasikan 
kegaiatan darurat ini, maka ketika kerusakan tersebut terjadi, adalah penting 
untuk mengidentifikasi jenis dan keparahan yang terjadi, sehingga dapat 
diperkirakan kebutuhan sumber daya yang diperlukan (bahan, tenaga, dan 
peralatan), kebutuhan biaya, rencana kerja dan pengendalian pekerjaan yang 
diperlukan . 
 
d. Prioritas Kegiatan Pemeliharaan Rutin 
Dalam hal terdapatnya kondisi dimana dana pemeliharaan terbatas, 
maka perlu dilakukan penentuan prioritas agar dapat diketahui kebutuhan 
mendesak khususnya yang harus dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan 
pemeliharaan rutin. Sedangkan untuk pelaksanaan periodik tidaklah 
demikian, karena pada jenis kegiatan penanganannya telah ditentukan pada 
tahapan pemrograman dan tahapan persiapan pelaksanaan. 
Secara ideal pemeliharaan dilakukan pada seluruh ruas jaringan jalan 
yang ada. Namun karena adanya keterbatasan sumber daya, maka perlu 
diadakan penentuan prioritas agar dapat dicapai pemanfaatan sumber daya 
secara efektif. Sebagai pedoman, penentuan prioritas untuk operasional 
kegiatan pemeliharaan dapat ditentukan dengan menggunakan matrik 
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hubungan antara hirarki lalu lintas dengan hirarki aktifitas pemeliharaan 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.4 ( Road Note 1, 1987 & Richard R., 
1998 ). Prioritas pemeliharaan dilakukan dengan urutan 1 ( prioritas tertinggi 
; pemeliharaan darurat pada jalan yang strategis) ke 48 ( prioritas terendah ; 
pekerjaan overlay pada lalu lintas yang sangat rendah ). 
Sedangkan urutan prioritas untuk lalu lintas tersebut ditunjukkan pada 
Tabel 2.5, dengan pertimbangan bahwa untuk ruas jalan dengan lalu lintas 
yang tinggi, biasanya jalan tersebut adalah jalan yang penting dari sudut 
ekonomi dan jalan tersebut seringkali cepat rusak/aus. 
 Penanganan pekerjaan pemeliharaan di daerah dapat dilakukan 
secara swakelola ataupun dikontrakkan dengan menggunakan 
kontraktor lokal/daerah. Pemilihan penanganan pekerjaan tesrebut harus 
diseuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat. Masing-masing pola 
penanganan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, untuk itu 
pemilihan pola penanganan harus dilakukan dengan hati-hati dan juga 
dilakukan dengan petunjuk pengelolaan dana yang berlaku. 
 
Tabel 2.4 Matrik Prioritas Pemeliharaan Jalan 
Prioritas  
 
Kategori Lalu Lintas  
 
Peringkat Kegiatan 
Pemeliharaan 
LL-1 LL-2 LL-3 LL-4 LL-5 LL-6 LL-7 LL-8 
Pekerjaan Darurat (Emergency 
works) 
1 7 8 9 10 11 12 13 
Pekerjaan Pemeliharaan Drainase 
(Cyclic drainage work) 
2 14 15 16 17 18 19 20 
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Pekerjaan Perbaikan Kerusakan 
Perkerasan (Reactive works on 
pavement) 
3 21 24 27 30 33 36 39 
Pekerjaan Pelaburan Ulang dan 
Pencegahan secara periodik 
(Periodic preventive and 
resurfacing work) 
4 22 25 28 31 34 37 40 
Pekerjaan Pengendalian Tanaman 
dan Pembersihan Jalan/ Bangun 
Pelengkap Jalan (Other cyclic and 
reactiveworks) 
5 23 26 29 32 35 38 41 
Overlay secara periodik dan 
Rehabilitasi Perkerasan Jalan 
(Periodic overlay and pavement 
reconstruction) 
6 42 43 44 45 46 47 48 
Sumber : DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten, 2005 
 
 
Tabel 2.5 Matrik Prioritas Pemeliharaan Jalan 
Kategori Lalu lintas LHR Jenis Perkerasan 
LL-1 Jalan Strategis Diperkeras 
LL-2 > 1.000 Diperkeras 
LL-3 500 - 1.000 Diperkeras 
LL-4 200 - 500 Diperkeras 
LL-5 > 200 Tidak Diperkeras 
LL-6 < 200 Diperkeras 
LL-7 50 - 200 Tidak Diperkeras 
LL-8 < 50 Tidak Diperkeras 
Sumber : DPU, Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten, 2005 
5.   Jenis Kerusakan Jalan    
Denis kerusakan pada perkerasan jalan dapat dikelompokkan atas 2 macam, 
yaitu: 
a. Kerusakan Struktural 
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Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian atau 
keseluruhanya, yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu 
mendukung beban lalu lintas. Untuk itu perlu adanya perkuatan struktur dari 
perkerasan dengan cara pemberian pelapisan ulang (overlay) atau perbaikan 
kembali terhadap lapisan perkerasan yang ada. 
b. Kerusakan Fungsional 
Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat 
menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Kerusakan ini dapat 
berhubungan atau tidak dengan kerusakan struktural. Pada kerusakan fungsional, 
perkerasan jalan masih mampu menahan beban yg bekerja namun tidak 
memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti yang diinginkan. Untuk 
itu lapisan permukaan perkerasan harus dirawat agar permukaan kembali baik. 
 
Indikasi yang menunjukkan kearah kerusakan jalan, baik kerusakan 
fungsional dan kerusakan struktural, dapat bermacam-macam yang dapat dilihat 
dari bentuk dan proses terjadinya. Indikasi yang timbul pada permukaan 
perkerasan dapat mempengaruhi nilai kekasaran pada perkerasan. Secara garis 
besar, kerusakan pada perkerasan beraspal dapat dikelompokkan atas empat 
modus kejadian, yaitu (Austorads, 1987) retak, cacat permukaan, deformasi, dan 
cacat tepi perkerasan. Untuk masing-masing modus tersebut dapat dibagi lagi 
kedalam beberapa jenis kerusakan seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.6. Untuk 
lebih rinci tentang jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur akan diuraikan pada 
buku seri panduan pemeliharaan jalan kabupaten yang lainnya, yaitu Buku Teknik 
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Pemeliharaan Perkerasan Lentur (DPU, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten, 2005). 
 Tabel 2.6  Jenis Kerusakan Perkerasan Beraspal  
MODUS JENIS CIRI 
· Retak · Retak memanjang 
· Retak melintang 
· Retak tidak beraturan 
· Retak selip 
· Retak blok 
· Retak buaya 
· Memanjang searah sumbu jalan 
· Melintang tegak lurus sumbu jalan 
· Tidak berhubungan dgn pola tdk jelas 
· Membentuk parabola atau bulan sabit 
· Membentuk poligon, spasi jarak >300 mm 
· Membentuk poligon, spasi jarak <300 mm 
· Deformasi · Alur 
· Keriting 
· Amblas 
· Sungkur 
· Penurunan sepanjang jejak roda 
· Penurunan regular melintang, berdekatan  
· Cekungan pada lapis permukaan 
· Peninggian lokal pada lapis permukaan 
· Cacat 
Permukaan 
· Lubang 
· Delaminasi 
· Pelepasan butiran 
· Pengausan 
· Kegemukan 
· Tambalan 
· Tergerusnya lapisan aus di permukaan 
perkerasan yang berbentuk seperti 
mangkok 
· Terkelupasnya lapisan tambah pada 
perkerasan yanglama. 
· Lepasnya butir-butir agregat dari 
permukaan 
· Ausnya batuan sehingga menjadi licin 
· Pelelehan aspal pada permukaan 
perkerasan 
· Perbaikan lubang pada permukaan 
perkerasan 
· Cacat Tepi 
Perkerasan 
· Gerusan tepi 
· Penurunan tepi 
· Lepasnya bagian tepi perkerasan 
· Penurunan bahu jalan dari tepi perkerasan 
Sumber : DPU, Teknik Evaluasi Kinerja Perkerasan Lentur, Seri Panduan 
Pemeliharaan Jalan Kabupaten, 2005 
 
6.   Tinjauan SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan Kabupaten    
Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan 
Kabupaten ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya pada Bulan Juli Tahun 
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1990 oleh Bina Marga, Dept. PU melalui SK:77/KPTS/Db/1990. Sebagai 
buku petunjuk teknis maka secara substansial buku ini berisi prosedur 
perencanaan umum dan penyusunan program jalan dan jembatan kabupaten 
untuk pekerjaan berat ( rehabilitasi, peningkatan ) dan pekerjaan ringan ( terutama 
pemeliharaan ). Sebagai catatan buku ini hanya memuat prosedur ( urutan 
pelaksanaan kegiatan ) dengan asumsi bahwa detail untuk perencanaan dan desain 
teknis sudah dimuat dalam buku petunjuk lain. 
Tujuan umum dari Prosedur Perencanaan dan Penyusunan Program ini 
adalah untuk membantu kabupaten dalam memelihara dan mengembangkan 
jaringan jalan dengan cara yang efisien, agar menunjang pengembangan ekonomi 
dan sosial daerah tersebut. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 
1) memberi pengetahuan kepada staf kabupaten di dalam melaksanakan 
pekerjaan survey, analisa dan evaluasi, sesuai dengan prosedur yang 
sistematis dan menuju ke arah persiapan yang tepat waktu dari program 
tahunan dalam standar yang konsisten, 
2) memberi kepastian bahwa alokasi sumber daya berdasarkan kategori 
pekerjaan (yakni, pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan ringan lain) 
ditentukan secara rasional, 
3) memberi kepastian bahwa penentuan pemilihan prioritas pekerjaan berat, 
didasarkan atas kriteria ekonomi yang sederhana namun rasional, sehingga 
dapat memberikan tingkat kepercayaan yang memadai baik bagi donor 
maupun instansi pemerintah bahwa investasi yang diusulkan telah sesuai, 
4) mendokumentasikan dan membangun database dari informasi mengenai 
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jaringan jalan untuk keperluan pemantauan dan perencanaan lebih lanjut, 
5) dapat mencakup perencanaan bagi semua pembiayaan jalan kabupaten, tanpa 
melihat dari mana sumber pendanaannya. 
 
a. Klasifikasi Kondisi Jalan 
Dalam analisis perencanaan dan penyusunan program jalan kabupaten 
ruas jalan secara umum dikelompokkan dalam 2 bagian, yakni: 
1) Jalan Mantap, yakni jalan stabil dan selalu dapat diandalkan untuk dilalui 
kendaraan roda empat sepanjang tahun, terutama yang kondisinya 
sudah baik/sedang, 
2) Jalan Tidak Mantap, yakni jalan yang tidak stabil dan tidak dapat 
diandalkan untuk dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, terutama 
yang kondisinya rusak/rusak berat. Dalam hal ini jalan tidak mantap 
dikelompokkan ulang menjadi: 
a) jalan terbuka yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang 
tahun, 
b) jalan tertutup yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat  
untuk sepanjang atau sebagian tahun. 
 
Klasifikasi kondisi ruas jalan apakah masuk dalam kelompok 
mantap ataupun tidak mantap dalam dokumen SK:77/KPTS/Db/1990 tidak 
disampaikan secara eksplisit, namun pada bagian kanan bawah Formulir 
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S1 disampaikan kriteria umum klasifikasi kondisi jalan berdasarkan % 
kerusakan jalan menurut tipe kerusakan relatif terhadap total luas jalan 
yang disurvey. Pada Tabel 2.7 disampaikan kriteria klasifikasi kondisi jalan 
Kabupaten baik untuk jalan yang beraspal maupun jalan tanah. 
Tabel 2.7 Kriteria Klasifikasi Kondisi Jalan Kabupaten 
Tingkat kerusakan permukaan (m2/km) 
No Tipe Kerusakan 
Baik Sedang Rusak Rusak Berat 
1 Jalan Beraspal     
1.A Lubang-lubang 0 - 40 40 - 200 200 - 600 >600 
1.B Legokan 0 - 100 100 - 500 500 - 1000 >1000 
1.C Retak-retak 0 - 200 200 - 400 400 - 2000 >2000 
1.D Alur bekas roda 0 - 100 100 - 200 200 - 1000 >1000 
2 Jalan Tanah Tingkat kerusakan permukaan (% luas) 
2.A Lubang-lubang 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25 
2.B Titik-titik lembek 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25 
2.C Erosi permukaan 0 - 3 3 - 10 10 - 25 > 25 
2.D Alur bekas roda 0 - 5 5 - 15 15 - 50 > 50 
2.E Bergelombang 0 - 3 3 - 10 10 - 50 > 50 
Sumber: Formulir S1 Survey Penjajagan Kondisi Jalan, SK:77/KPTS/Db/1990 
 
 
b. Kategori Jenis Penanganan Jalan 
Untuk setiap klasifikasi kondisi jalan maka secara umum akan 
diperlukan penanganan jalan sesuai dengan kategori sebagai berikut: 
1) Pekerjaan pemeliharaan untuk jalan yang berkondisi baik/sedang, berupa : 
pekerjaan rutin tahunan pelapisan ulang berkala pekerjaan drainase. 
2) Pekerjaan berat untuk jalan yang berkondisi rusak/rusak berat. 
a) Pekerjaan pembangunan baru umumnya terdiri dari pekerjaan 
meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui 
kendaraan roda 4. 
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b) Pekerjaan peningkatan: untuk meningkatkan standar pelayanan 
jalan yang ada, seperti: 
1) Membuat lapis permukaan menjadi lebih halus ( pengaspalan 
jalan yang belum diaspal ). 
2) Menambah Lapis Tipis Aspal Beton LATASTON/Hot 
Rolled Sheet pada jalan yang menggunakan Lapis Penetrasi 
(LAPEN) 
3) Menambah lapisan struktural untuk memperkuat perkerasan. 
4) Memperlebar lapisan perkerasan yang ada (yang kurang lebarnya). 
3) Pekerjaan rehabilitasi: diperlukan jika pemeliharaan rutin diabaikan 
atau pelapisan ulang (pemeliharaan berkala) terlalu lama ditunda 
sehingga keadaan lapis permukaan memburuk, kegiatan ini antara lain: 
a) Perbaikan terhadap kerusakan lapisan permukaan seperti 
lubang-lubang dan kerusakan struktural seperti amblas. 
b) Kerusakan kurang dari 15-25% dari seluruh perkerasan terkait 
dengan lapisan aus baru (jika kerusakan sudah meluas perlu 
pembangunan kembali). 
4) Pekerjaan penyangga: untuk jalan yang berkondisi rusak/rusak berat 
yang tidak teralokasi dana untuk pekerjaan berat. Yakni pekerjaan 
tahunan dengan biaya rendah untuk menjamin jalan terbuka bagi 
kendaraan roda-4 dan menjaga agar kondisi jalan tidak lebih memburuk. 
5) Pekerjaan darurat: untuk membukan kembali jalan yang baru raja tertutup 
untuk kendaraan roda empat karena mendadak terganggu akibat bencana. 
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c. Kerangka Prosedur Perencanaan Menurut Tugas 
Secara garis besar, lingkup kegiatan prosedur umum perencanaan dan 
penyusunan program jalan kabupaten yang tertuang dalam 
SK:77/KPTS/Db/1990 terbagi menjadi 5 kelompok tugas, yaitu: 
1) Tugas 1 kaji ulang dan pemutakhiran data base 
2) Tugas 2 survey lapangan. 
3) Tugas 3 analisa. 
4) Tugas 4 penaksiran biaya. 
5) Tugas 5 persiapan program tahunan. 
Pada dasarnya perencanaan harus dipandang sebagai siklus yang 
berkelanjutan, dimana program tahunan haruslah merupakan bagian dari 
strategi untuk jangka yang lebih panjang bagi seluruh jaringan. 
Sayangnya dalam dokumen SK:77/KPTS/Db/1990 tidak ditemukan 
mengenai keterkaitan antara program tahunan dengan strategi 
pengembangan jaringan jalan dalam jangka panjang. 
 
1) Tugas 1 Kaji Ulang dan Pemutakhiran Data Base 
Kaji ulang dan pemutakhiran data base merupakan suatu bagian 
awal dan akhir dalam prosedur umum perencanaan dan penyusunan 
program jalan kabupaten, tujuan utama bagian ini merupakan pengkajian 
ulang data kondisi ruas jalan dan jembatan, riwayat pekerjaan, dan sosial 
ekonomi pada jaringan jalan yang ada. 
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Langkah awal penyusunan perencanaan dan penyusunan program 
adalah berupa input data kondisi jalan hasil dari pemutakhiran data base 
yang terdiri dari data jaringan jalan dan jembatan, data riwayat pekerjaan, 
data sumber daya, data jembatan, dan data sosial ekonomi. Hasil 
pemutakhiran data base berupa dokumentasi dan peta kondisi jaringan 
jalan. 
Data jaringan jalan yang dilakukan melihat suatu perubahan 
adalah pada ruas jalan yang dianggap strategis untuk mendapatkan 
prioritas khusus dalam pemeliharaaan atau peningkatan, data ini 
diambil dan basil survei jalan dan informasi pekerjaan. Data yang 
diperoleh berupa nomor ruas , nama ruas, titik pengenal ruas, klasifikasi 
fungsi jalan, dan status administrasi ruas jalan. 
Pemutakhiran data riwayat jalan dan jembatan sangat 
diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan program, hal ini memuat 
data pekerjaan yang telah dilaksanakan pada setiap ruas untuk dilakukan 
pemantauan lebih lanjut sehingga terinformasikan historical dari ruas 
jalan dalam sistem penanganan jalan yang pernah dilakukan, pada data 
riwayat jalan juga meliputi data kebutuhan dana yang telah dikeluarkan. 
 
 
2) Tugas 2  Survey 
Survey lapangan merupakan hal yang terpenting dalam 
penyusunan pedoman perencanaan dan program tahunan. Survey 
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lapangan merupakan program awal dalam mendapatkan data yang 
diperlukan dalam penyusunan pedoman tersebut. Dalam hal ini survey 
lapangan terdiri dari : 
a) Survey penjajagan kondisi jalan. 
b) Survey penyaringan ruas jalan. 
c) Survey kecepatan. 
d) Survey lalu lintas. 
e) Survey kependudukan. 
f) Survey hambatan lalu lintas. 
 
3) Tugas 3  Analisa 
Dalam penyusunan pedoman perencanaan dan penyusunan 
program tahunan setelah memperoleh data dari hasil survey, langkah 
selanjutnya menganalisa dari hasil perolehan data yang didapatkan. 
Analisa yang tertera pada SK:77/KPTS/Db/1990 terbagi menjadi :  
a)  Analisa Data Ruas Jalan 
Maksud dari analisa data ruas jalan adalah untuk merangkum 
informasi yang diperoleh pada waktu survey penyaringan ruas jalan ke 
dalam formulir yang lebih sesuai, untuk keperluan : 
1) Penyederhanaan analisa biaya. 
2) Penyederhanaan penaksiran manfaat lalu lintas. 
3) Pemantauan dokumentasi data inventarisasi ruas jalan. 
b) Analisa Data Lalu Lintas 
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Data lalu lintas yang diperoleh di lapangan harus diubah ke 
dalam bentuk perkiraan lalu lintas harian rata-rata (LHR), dimana 
kendaraan lalu lintas tak bermotor dan sepeda bermotor harus diubah 
ke dalam bentuk ekivalen kendaraan roda empat untuk keperluan 
penyederhanaan evaluasi proyek. 
c) Penentuan Proyek 
Analisa penentuan proyek diperlukan untuk keperluan 
perhitungan biaya, evaluasi dan penganggaran dari berbagai 
kategori pekerjaan dalam rencana program tertentu. 
d) Penaksiran Manfaat Lalu Lintas 
Evaluasi pada manfaat lalu lintas diperlukan untuk membantu 
dalam pemilihan ruas jalan bagi program tahunan serta untuk 
mengetahui bahwa sumber dana yang terbatas itu pada proyek yang 
tebaik atau strategis sesuai dengan peringkatnya. 
e) Analisa Proyek Kependudukan 
Pekerjaan evaluasi yang sesuai dengan kriteria ekonomi dapat 
berdasarkan perkiraan lalu lintas yang potensial sebagai hasil 
perbaikan ruas jalan terutama yang berkaitan dengan kependudukan. 
 
 
f) Studi dan Permasalahan Khusus 
Beberapa proyek dimungkinkan tidak sesuai bila dievalusasi 
dengan menggunakan studi standar saja. Proyek-proyek tersebut 
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memerlukan tambahan survey dan studi non standar yang disesuaikan 
khusus untuk menganalisa masalah-masalah yang lebih kompleks. 
g) Penilaian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi 
Penilaian dampak lingkungan sangat perlu diperhatikan dalam 
pembangunan serta peningkatan ruas jalan. Hal ini sudah termuat 
didalam perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
 
4) Tugas 4  Penaksiran Biaya 
Metode penaksiran biaya pekerjaan yang sederhana dan cepat bagi 
pekerjaan berat (pembangunan baru, peningkatan, rehabilitasi), 
pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan penyangga sudah diketahui, hal 
ini didasari dengan perolehan data hasil dan ketelitian yang terbatas. 
Namun memadai untuk keperluan penyaringan proyek dan penyusunan 
anggaran pendahuluan, perhitungan biaya yang lebih teliti sangat 
diperlukan sekali berdasarkan hasil desain kontruksi dan survey 
pemeliharaan yang lebih lengkap. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam 
menaksirkan biaya perkerjaan yaitu : 
a)   Penilaian Kondisi Jalan 
Kondisi jalan yang perlu dinilai adalah : 
1) Menentukan tipe dan kondisi permukaan jalan. 
2) Menaksir daya dukung tanah dasar. 
3) Menentukan nomor desain perkerasan. 
b)   Penentuan kelas rencana lalu lintas 
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Penetuan kelas rencana terdiri dari : 
1) Menetukan kelas rencana lalu lintas (KRLL). 
2) Menilai bauran kendaraan berat (BKB). 
 
5)  Tugas 5  Persiapan Program Tahunan 
Dalam SK:77/KPTS/Db/1990 ada beberapa tahapan yang perlu 
dilakukan dalam mempersiapkan program tahunan yaitu : 
a) Evaluasi dan penyaringan proyek. 
b) Persiapan daftar panjang pekerjaan berat. 
c) Pengkajian kebutuhan anggaran dan strategi pekerjaan. 
d) Persiapan daftar pendek pekerjaan berat. 
Dalam persiapan program tahunan evaluasi dan penyaringan 
proyek bertujuan untuk mengkaji ulang, menyelesaikan dan 
menggabungkan seluruh pekerjaan berat dengan cara membandingkan 
biaya per kilometer jalan dan jembatan. 
 
7.  Metode Pengambilan Keputusan 
a. Sistem Pakar 
Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI (Artificial Intelligence) 
kecerdasan buatan yang  membuat pengguna secara luas knowledge yang 
khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Tehnologi 
sistem pakar ini meliputi bahasa sistem pakar, program dan perangkat keras 
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yang dirancang untuk membantu pengembangan dan pembuatan sistem 
pakar. 
Ada beberapa alasan mendasar mengapa sistem pakar dikembangkan 
untuk menggantikan sistem konvensional, berikut perbandingan sistem 
konvensional dengan sistem pakar adalah : 
Sistem Konvensional Sistem Pakar 
Informasi dan pemrosesan umumnya 
digabung dalam satu program. 
Basis pengetahuan dari mekanisme 
pemrosesan (inferensi).  
Program tidak pernah salah (kecuali 
pemrogramannya yang salah). 
Program bisa saja melakukan kesalahan. 
 
Tidak menjelaskan mengapa input 
dibutuhkan atau bagaimana hasil yang 
diperoleh. 
Penjelasan (explanation) merupakan 
bagian dari system pakar. 
 
Membutuhkan semua input data. 
 
Tidak harus membutuhkan semua input 
data atau fakta. 
Perubahan pada program merepotkan. 
 
Perubahan pada kaidah dapat dilakukan 
dengan mudah. 
Sistem bekerja jika sudah lengkap. 
 
Sistem dapat bekerja hanya dengan 
kaidah yang sedikit. 
Eksekusi secara algoritmik (step-by-
step). 
Eksekusi dilakukan secara heuristik dan 
logis. 
Manipulasi efektif pada database yang 
besar. 
Manipulasi efektif pada basis 
pengetahuan yang besar. 
Efisiensi adalah tujuan utama. Efektifitas adalah tujuan yang utama. 
Data kuantitatif. Data kualitatif. 
Representasi dalam numerik. 
 
Representasi pengetahuan dalam 
simbolik. 
Menangkap, menambah dan 
mendistribusi data numerik atau 
informasi. 
 
Menangkap, menambah dan 
mendistribusi pertimbangan (judgment) 
dan pengetahuan. 
 
Sumber : Arhami, 2005. 
 
Ada beberapa keunggulan dan kelemahan sistem pakar seperti halnya 
sistem lain, diantaranya adalah : 
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a) Keunggulan sistem pakar antara lain : 
1) Menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. 
2) Menyimpan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang dalam suatu 
bentuk tertentu. 
3) Mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat tanpa jemu mencari 
kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. 
b) Kelemahan sistem pakar antara lain : 
1) Masalah dalam mendapatkan pengetahuan dimana pengetahuan tidak 
selalu bisa didapatkan dengan mudah, karena kadangkala pakar dari 
masalah yang kita buat tidak ada, kalaupun ada kadang-kadang 
pendekatan yang dimiliki pakar berbeda-beda. 
2) Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas yang 
tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk 
pengembangan dan pemeliharaannya. 
3) Boleh jadi sistem tak dapat membuat keputusan. 
4) Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang tetap 
tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji ulang 
secara teliti sebelum digunakan. Dalam hal ini peran manusia tetap 
merupakan faktor dominan. 
 
Dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan sistem pakar yang telah 
dijabarkan diatas, maka didalam kasus penentuan prioritas pemeliharaan jalan 
kabupaten kurang bisa di terapkan dengan pertimbangan sebagai berikut : 
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1) Kesalahan pemprograman dan input data tidak kelihatan karena program akan 
running dengan pemprograman dan input data yang ada. 
2) Sistem pakar dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan 
mengandung ketidakpastian. 
3) Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 
sehingga berdasarkan ketentuan diatas sistem pakar kurang sesuai. 
 
b. Metode Delphi 
Metode Delphi adalah modifikasi dari teknik penulisan dan survey. 
Metode ini menggunakan beberapa kuesioner yang tertuang dalam tulisan. 
Objek dari metode ini adalah untuk memperoleh konsensus yang paling dapat 
dipercaya (reliable) dari sebuah grup ahli. Metode Delphi merupakan metode 
yang menyelaraskan proses komunikasi suatu grum sehingga dicapai proses 
yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks. 
Pendekatan Delphi memiliki tiga grup yang berbeda yaitu : pembuat 
keputusan, staf dan responden. Sebuh grup kerja yang terdiri dari lima sampai 
sembilan anggota yang tersusun atas staf dan pembuat keputusan bertugas 
mengembangkan dan menganalisis semua kuesioner, evaluasi pengumpulan 
data dan merevisi kuesioner yang diperlukan. Prosedur metode Delphi adalah 
sebagai berikut : 
1) Mengembangkan pertanyaan Delphi. 
2) Memilih dan kontak dengan responden. 
3) Memilih ukuran contoh. 
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4) Mengembangkan kuesioner dan test pertama. 
5) Analisa kuesioner pertama. 
6) Pengembangan kuesioner dan test kedua. 
7) Analisa kuesioner kedua. 
8) Mengembangkan kuesioner dan test ketiga. 
9) Analisa kuesioner ketiga. 
10) Menyiapkan laporan akhir. 
Ada beberapa keunggulan dan kelemahan metode Delphi seperti halnya 
sistem lain, diantaranya adalah : 
1) Keunggulan metode Dhelphi antara lain : 
a) Metode Delphi mengabaikan nama dan mencegah pengaruh yang 
besar satu anggota terhadap anggota lainnya. 
b) Masing-masing responden memiliki waktu yang cukup untuk 
mempertimbangkan masing-masing bagian dan jika perlu melihat 
informasi yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. 
c) Perhatian langsung pada masalah. 
d) Memenuhi kerangka kerja. 
e) Menghasilkan cacatan dokumen yang tepat.   
2) Kelemahan Metode Dhelphi antara lain : 
a) Lambat dan menghabiskan waktu. 
b) Tidak mengizinkan untuk kemungkinan komunikasi verbal melalui 
pertemuan langsung perseorangan. 
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c) Responden dapat salah mengerti terhadap kuesioner atau tidak 
memenuhi ketrampilan komunikasi dalam bentuk tulisan. 
d) Konsep Delphi adalah ahli. Para ahli akan mempresentasikan opini 
yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah dan melebih-lebihkan. 
e) Mengasumsikan bahwa Delphi dapat menjadi pengganti untuk semua 
komunikasi manusia di berbagai situasi. 
Dengan kelemahan tersebut metode Delphi kurang cocok untuk 
dipergunakan pada penelitian ini karena dengan tidak mengizinkan 
komunikasi verbal melalui pertemuan langsung kepada responden dapat salah 
mengerti terhadap kuesioner dan hasilnya tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Dengan waktu yang lama tentunya memakan biaya yang besar. 
 
c. Metode BAYES 
Metode Bayes merupakan salah satu teknik yang dapat dipergunakan 
untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan terbaik dari 
sejumlah alternatef dengan tujuan menghasilkan perolehan yang optimal. 
Untuk menghasilkan keputusan yang optimal perlu dipertimbangkan berbagai 
kriteria. Pembuat keputusan dengan metode Bayes dilakukan melalui upaya 
pendekatan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan dinyatakan dengan 
suatu bilangan antara 0 dan 1. Namun seringkali hal ini dianggap sebagai 
probabilitas pribadi atau subjektif dimana bobot Bayes didasarkan pada 
tingkat kepercayaan, keyakinan, pengalaman serta latar belakang 
pengambilan keputusan. 
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Nilai peluang didapatkan dari suatu informasi awal yang dapat bersifat 
subjektif maupun objektif. Nilai peluang ini dapat diperbaiki dengan adanya 
informasi tambahan yang didapat dari sejumlah percobaan. Informasi awal 
tentang nilai peluang ini disebut distribusi prior, sedangkan nilai peluang 
yang sedang diperbaiki dengan informasi tambahan disebut peluang posterior.  
Metode Bayes kurang sesuai jika dipergunakan untuk pengambilan 
keputusan prioritas pemeliharaan jalan yang datanya berupa data kuantitatif 
karena penilaian  metode Bayes berupa pendekatan dan pembobotannya 
dianggap sebagai probabilitas pribadi atau subjektif. 
 
d.  Metode Analytical Hierarchi Process ( AHP ) 
Analytical Hierarchi Process mendeskripsikan suatu pendekatan 
terstruktur dalam mengambil keputusan sebagai suatu pilihan umum (overall 
preference) diantara sejumlah alternatif yang dianggap mampu memenuhi 
serangkaian tujuan (objectives). Skema umum proses Analytical Hierarchi 
Process secara umum disampaikan pada Gambar 2.2. 
Lebih spesifik secara metodologis proses aplikasi Analytical Hierarchi 
Process dalam pengambilan keputusan dan preoritas antar alternatif 
disampaikan pada Gambar 2.3. Pada intinya Analytical Hierarchi Process 
membutuhkan 2 masukan yakni weighting dan scoring. 
 
 
 
Gambar 2.2  Skema Analytical Hierarchi Process  ( Sumber : Saaty, 1992 ) 
Tujuan ( Objectives ) 
Aktor 1 Aktor 2 Aktor 3 Aktor 4 Aktor 5 Aktor 6 
Level 1 
Tujuan 
Level 2 
Aktor/ 
Stakeholder 
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Gambar 2.3  Aplikasi Analytical Hierarchi Process dalam Menentukan Prioritas 
Pembobotan (weighting) diperoleh dari pairwise comparison hasil 
persepsi stakeholders (aktor). Sedangkan skoring untuk jumlah alternatif 
yang banyak paling cocok dilakukan dengan pendekatan expert judgement 
dari ahli (dalam hal ini diwakili peneliti). Proses skoring dapat diminimalisir 
porsi judgemental-nya jika variabel alternatif diusahakan berupa data 
kuantitatif yang dapat diperbandingkan secara langsung besarannya. 
Inti dari Analytical Hierarchi Process adalah pada metoda untuk 
mengkonversi perkiraan subyektif dari tingkat kepentingan relatif ke dalam 
suatu set skor atau bobot total. Metoda ini pertama kali dikemukakan oleh 
Saaty (1986). Input dasar untuk AHP adalah jawaban para pengambil 
keputusan terhadap serangkaian pertanyaan yang dalam bentuk umum dapat 
diekspresikan sebagai berikut: "Seberapa penting kriteria A relatif terhadap 
Pairwise comparison Expert judgement 
        Bobot antar criteria  Skor antar alternatif 
     ( weighting )                           ( scoring ) 
Performance Matrix 
Weighted score 
Prioritas 
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kriteria B?". Kondisi ini menyatakan adanya perbandingan berpasangan 
(pairwise comparisons). Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan dengan 
memberikan suatu skala penilaian yang menunjukkan seberapa besar 
perbedaan tingkat kepentingan antara dua kriteria, sebagai contoh Tabel 2.8 
memberikan skala penilaian yang lazim digunakan untuk membandingkan 
tingkat kepentingan antara dua variabel. 
Dalam metoda dasar yang dikembangkan Saaty untuk mengidentifikasi 
bobot dari suatu kriteria didasarkan pada ide yang relatif lanjut dari aljabar 
matriks dan menghitung bobot sebagai elemen dari suatu eigenvector yang 
diasosiasikan dengan maksimum eigenvector dari suatu matriks. 
 
Tabel 2.8 Skala penilaian antar Kriteria 
Perbandingan Nilai 
Relatif antara Kriteria 
i dan Kriteria j ( Xy ) 
Difinisi  
Penilaian Penjelasan 
1 
Sama 
Penting 
Dua kriteria (i dan j) memiliki tingkat 
kepentingan terhadap efektifitas 
pemenuhan tujuan yang sama 
3 
Relatif Lebih 
penting 
Kriteria i sedikit lebih penting/efektif 
dibandingkan kriteria j dalam memenuhi 
tujuan 
5 
Lebih 
Penting 
Kriteria i memiliki tingkat kepentingan 
yang cukup besar dibandingkan kriteria j 
dalam memenuhi tujuan 
7 
Sangat 
Penting 
Kriteria i memliki tingkat kepentingan 
yang sangat besar dibandingkan kriteria j 
dalam memenuhi tujuan 
9 
Jauh Lebih 
Penting 
Kriteria i memiliki tingkat kepentingan 
yang jauh lebih besar dibandingkan 
kriteria j dalam memenuhi tujuan 
2, 4, 6, 8 Nilai Antara Penilaian diantara nilai relatif lainnya 
Sumber : Saaty, 1986 
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Dari hasil perbandingan berpasangan tersebut akan diperoleh suatu matrik 
perbandingan berpasangan, contohnya disampaikan pada Tabel 2.9. 
Tabel 2.9 Contoh Matrik Perbandingan Berpasangan 
Kriteria a b c d e f g 
a 1 Xab Xac Xad Xae Xaf Xag 
b Xba 1 Xbc Xbd Xbe Xbf Xbg 
c Xca Xcb 1 Xcd Xce Xcf Xcg 
d Xda Xdb Xdc 1 Xde Xdf Xdg 
e Xea Xeb Xec Xed 1 Xef Xeg 
f Xfa Xfb Xfc Xfd Xfe 1 Xfg 
g Xga Xgb Xgc Xgd Xge Xgf 1 
Sumber : Saaty, 1986 
 
Prosedur estimasinya relatif kompleks, dalam hal ini alternatif yang 
lebih pantas adalah dengan mengikuti alur berikut ini: 
1. Hitung rata-rata geometrik dari setiap baris dalam matriks, 
2. Jumlahkan seluruh rata-rata geornetrik yang dihasilkan pada langkah (1), 
3. Normalisasi setiap rata-rata geometrik dengan membaginya dengan total 
seluruh rata-rata geometrik yang dihitung pada langkah (2). 
Dengan bobot kriteria dan skor yang dihitung dengan perbandingan 
berpasangan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan linear 
additive model, di mana semua alternatif akan memiliki skor terbobotkan 
(weighted score). Dalam hal ini alternatif yang lebih disukai akan memiliki 
nilai skor terbobotkan yang tertinggi. 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
 
A.  LOKASI  PENELITIAN 
Lokasi studi berada di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada ruas jalan 
kabupaten dibawah penanganan Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Tulungagung.  
 
B.  METODE PENELITIAN 
Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu 
mengadakan penelitian dengan data sekunder dari variabel yang diteliti. Studi ini 
melibatkan beberapa parameter yang digunakan untuk pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. Parameter tersebut antara lain ; kondisi struktur jalan, 
kondisi lalu lintas, kondisi pelayanan dan tuntutan masyarakat. Skala prioritas 
mengunakan Analytical Hierarchy Process ( AHP ). 
 
C.  TAHAPAN  PENELITIAN 
Tahapan penelitian ini secara umum proses yang dilakukan terdiri dari 
beberapa tahapan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1  Bagan Alir  Pelaksanaan Penelitian 
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1.   Studi Literatur 
Pada tahap ini, yang dilakukan antara lain mempelajari materi yang akan 
mendukung studi yang bersumber dari Text Book, studi-studi terdahulu, serta 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah penanganan pemeliharaan 
jalan. 
 
2.   Perumusan Tujuan Penelitian 
Masalah pendanaan jalan kabupaten dalam otonomi daerah, yang 
akan dicari pemecahannya dalam penelitian ini, adalah adanya 
ketidakseimbangan antara kebutuhan pendanaan jalan dengan kemampuan 
daerah untuk menyediakan dana. Jika terjadi kondisi jumlah dana penanganan 
jalan tidak mencukupi maka dalam menyusun program penanganan jalan perlu 
disusun prioritas. Kemudian untuk mengevaluasi kinerja program penanganan 
jalan perlu diestimasi konsekuensi dari skenario pendanaan jalan yang dipilih 
tersebut. Dari masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan yang 
ingin dicapai dari penelitian ini adalah menyusun prioritas penanganan 
pemeliharaan menurut beberapa skenario pendanaan bagi penanganan 
pemeliharaan jalan kabupaten di Kabupaten Tulungagung dalam kondisi 
keterbatasan dana dan mengkaji dampak dari penanganan tersebut. 
 
3.   Penetapan Kriteria Prioritasi Penanganan 
Dalam kondisi penyediaan dana yang terbatas (budget constraint), maka 
prioritasi terhadap kegiatan yang sifatnya mempertahankan asset yang ada (assets 
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preservation) merupakan suatu langkah yang sangat wajar, dan jika kondisi 
keuangan memungkinkan maka penyempurnaan kondisi asset yang ada (assets 
enhancement) merupakan pilihan kedua yang dapat diambil, dan jika benar-benar 
dana yang tersedia sangat besar, penambahan asset baru (assets expansion) baru 
bisa direncanakan. Pernyataan tersebut mengimplikasikan bahwa kegiatan 
pemeliharaan jalan yang sudah ada (assets preservation) harus diutamakan 
dibandingkan kegiatan pembangunan jalan baru (asset expansion).  
 
Untuk kemudahan operasional dalam praktek pengambilan keputusan 
diperlukan kriteria yang syaratnya antara lain: 
a. Diusahakan dapat dinilai dengan variabel yang kuantitatif, sehingga 
obyektifitas penilaian variabel dapat dipertahankan. 
b. Data variabel mudah dikumpulkan/diestimasi dan selalu dapat 
diperbarui setiap tahunnya, sehingga tidak menyulitkan dalam aplikasi dan 
setiap daerah mampu menyusun kriteria penanganan ini dengan mudah setiap 
tahunnya. 
c. Mampu mewakili karakteristik jalan yang diusulkan untuk ditangani sebagai 
gambaran yang layak mengenai tingkat urgensi penanganan ruas jalan 
tersebut. 
Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan teknis dan konseptual di 
atas, maka dapat dispesifikasikan 4 kriteria yang mampu memenuhi 
pertimbangan tersebut, yakni: 
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1) Kriteria mengenai kondisi struktur jalan, dengan variabel berupa parameter 
tingkat kerusakan jalan. 
2) Kriteria mengenai kondisi lalu lintas, dengan variabel berupa lalu lintas harian 
rata-rata/LHR. 
3) Kriteria mengenai kondisi pelayanan, dengan variabel berupa bobot fungsi 
jalan dan bobot tingkat pelayanan fungsi jalan. 
4) Kriteria mengenai tuntutan masyarakat pengguna jalan. 
 
4.    Pengumpulan dan Kompilasi Data 
Pada penelitian ini akan dioptimalkan penggunaan data sekunder 
tersedia, sehingga akan memudahkan aplikasi lebih lanjut. Adapun jenis data 
yang diperlukan dalam studi ini secara umum adalah sebagai berikut : 
a. Peraturan perundangan tentang penanganan pemeliharaan jalan khususnya 
untuk pemeliharaan jalan kabupaten.  
b. Data inventarisasi jalan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung 
khususnya Koordinator Wilayah Campurdarat, yang meliputi data panjang 
dan lebar jalan serta klasifikasi fungsinya. 
c. Data kondisi struktur jalan yang meliputi data kerusakan tiap-tiap ruas jalan 
yang berupa lubang dan retak serta volume lalu lintas. 
d. Data jumlah penduduk dalam suatu zona wilayah kajian. 
e. Data harga satuan untuk penanganan jalan di wilayah Kabupaten 
Tulungagung yang meliputi harga satuan untuk pekerjaan pemeliharaan 
rutin serta harga satuan untuk pekerjaan periodik jalan. 
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Seluruh data yang diperoleh kemudian dikompilasi sesuai format yang diinginkan 
untuk kemudahan dalam proses pengolahan data pada tahap analisis. 
 
5. Analisis 
a.   Analisis Pendahuluan 
1) Penilaian Kondisi Jalan dan Penentuan Jenis Penanganan 
Kondisi jalan digolongkan atas empat jenis kondisi, yakni kondisi 
baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi ini ditentukan oleh 
parameter kerusakan yang terjadi. Parameter kerusakan jalan ini dapat 
berupa lubang, retak, amblas, atau alur. Untuk menentukan golongan 
kondisi jalan berdasarkan parameter kerusakan yang terjadi diperlukan 
suatu acuan yang sudah umum digunakan. Dalam penelitian ini akan 
digunakan kategori tingkat kerusakan jalan yang disarikan dari 
SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan Kabupaten untuk 
jalan beraspal. Hal ini ditempuh karena acuan sejenis tentang kategori 
tingkat kerusakan jalan di Jalan Kabupaten tidak tersedia. Kategori 
tingkat kerusakan jalan berdasarkan SK:77/KPTS/Db/1990 
Perencanaan Umum Jalan Kabupaten ditampilkan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1   Kategori Tingkat Kerusakan Jalan Beraspal 
Tingkat Kerusakan (m2/km) 
No Jalan 
Beraspal Baik Sedang Rusak Rusak Berat 
1 Lubang 0-40 40-200 200-600 >600 
2 Retak 0-100 100-500 500-1000 >1000 
3 Ambles 0-200 200-400 400-2000 >2000 
4 Alur 0-100 100-200 200-1000 >1000  
Sumber: SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan Kabupaten 
 
Kaidah yang umum digunakan dalam menyusun kebutuhan penanganan 
jalan berdasarkan Petujuk Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan 
Kabupaten untuk semua ruas jalan yakni: 
a) Jika dana penanganan tersedia 100% maka: 
1) Ruas jalan yang saat ini berada dalam kondisi baik ditangani dengan 
pemeliharaan rutin. 
2) Ruas jalan yang saat ini berada dalam kondisi sedang ditangani 
dengan pemeliharaan berkala. 
3) Ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak ditangani dengan 
peningkatan. 
4) Ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak berat ditangani 
dengan rekonstruksi. 
b).  Jika dana penanganan terbatas maka : 
Pemeliharaan rutin mejadi penanganan yang pertama untuk semua 
ruas jalan, kemudian pemeliharaan berkala menjadi penanganan kedua 
untuk ruas jalan yang saat ini dalam kondisi sedang, selanjutnya 
peningkatan jalan menjadi penanganan ketiga untuk ruas jalan yang saat 
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ini dalam kondisi rusak dan jika dana mencukupi rekonstruksi menjadi 
penanganan keempat/terakhir untuk ruas jalan yang saat ini dalam 
kondisi rusak berat. 
 
2)  Konversi Nilai Kerusakan Jalan terhadap Indeks Kerusakan Jalan (IKJ) 
Dengan mengacu kepada arahan SK:77/KPTS/Db/1990 
Perencanaan Umum Jalan Kabupaten, dapat dibentuk suatu indeks 
kerusakan jalan (IKJ) yang mewakili kondisi baik, kondisi sedang, 
kondisi rusak, dan kondisi rusak berat. Pada prinsipnya indeks ini 
merupakan bentuk penyederhanaan dari angka kerusakan (m2/km) dari 
lubang dan retak menjadi suatu indeks yang memiliki rentang 0-4 untuk 
jalan dengan kondisi baik, 4.1-8 untuk kondisi sedang, 8.1-12 untuk 
kondisi rusak, dan lebih dari 12 untuk kondisi rusak berat.  
Pengambilan nilai rentang untuk setiap kondisi tersebut dilakukan 
dengan pendekatan konsep IRI (International Roughness Index) yang 
biasa digunakan sebagai salah satu parameter kerusakan jalan dengan 
menggunakan rentang angka seperti tercantum di atas untuk penggolongan 
jenis kondisi jalan. Tahapan pembentukan nilai Indeks Kerusakan Jalan 
disajikan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Konversi Nilai Kondisi Jalan terhadap Indeks Kerusakan Jalan 
Tingkat Kerusakan (m2/km)  
 No Jalan Beraspal 
Baik Sedang Rusak Rusak Berat 
Lubang 0 - 40 40 - 200 200 - 600 > 600 
Indeks Kerusakan 
Jalan (IKJL) 
0 - 4 4,1 - 8 8,1 - 12 >12 
1 
Perumusan 
Konversi IKJL 
[Skor/40]x4 
([Skor-40,1]/[200-40,1] x 
[8-4,1]) + 4,1 
([Skor-200,1]/[600-200,1] x 
[12-8,1]) + 8,1 
(Skor/600)x12 
Retak 0 - 100 100 - 500 500 - 1000 >1000 
Indeks Kerusakan 
Jalan (IKJR) 
0 - 4 4,1 - 8 8,1 - 12 >12 
2 
Perumusan 
Konversi 1KJR 
[Skor/100]x4 
([Skor-100,1]/[500-100,1] 
x [8-4,1])+4,1 
([Skor-500,1]/[1000 -500,1] 
x [12-8,1]) + 8,1 (Skor/1000)x12 
Sumber : Disarikan dari SK:77/KPTS/Db/1990 Perencanaan Umum Jalan Kabupaten  
 
Pembentukan indeks kerusakan jalan harus dilakukan untuk kedua jenis 
kerusakan tersebut karena pada penelitian ini dipakai prinsip bahwa 
kondisi jalan (baik, sedang, rusak atau rusak berat) ditentukan oleh nilai 
indeks terbesar diantara IKJL dan IKJR (kondisi terburuk mana yang 
lebih dahulu dicapai, baik oleh lubang maupun retak). Hal ini perlu 
dilakukan agar dapat ditentukan jenis penanganan yang sesuai dengan 
kondisi sebenarnya. 
 
3) Estimasi Biaya Pekerjaan 
Tahap estimasi biaya pekerjaan dalam penelitian ini mengacu 
kepada item pekerjaan dan harga satuan pekerjaan dari Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. Estimasi volume pekerjaan 
pada tahun tinjauan dilakukan menurut volume kerusakan yang terjadi 
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pada tahun tersebut. Estimasi biaya pekerjaan dihitung dengan 
mengalikan harga satuan pekerjaan untuk setiap jenis penanganan 
dengan volume kerusakan yang terjadi. 
 
b. Penyusunan Prioritas Penanganan Jalan 
Tahap ini akan menyampaikan proses dan hasil prioritasi kegiatan 
penanganan jalan kabupaten di wilayah studi yakni Kabupaten Tulungagung. 
Proses prioritasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria seperti 
terlampir pada Table 3.3 sebagai berikut.. 
Tabel 3.3 Kriteria Prioritasi Penanganan Jalan 
No Kriteria Variabel 
1 Kondisi Struktur Jalan a. Nilai Kerusakan Akibat Lubang ( IKJL ) 
   b. Nilai Kerusakan Akibat Retak ( IKJR ) 
2 Kondisi Lalu Lintas  Volume Lalu Lintas ( LHR ) 
3 Kondisi Pelayanan a. Fungsi Jalan 
   b. Tingkat Pelayanan Fungsi 
4 Tuntutan Masyarakat   
 
Kriteria kondisi struktur jalan akan digunakan untuk menilai kondisi 
kerusakan pada setiap ruas jalan. Skor tertinggi akan dimiliki oleh ruas 
jalan yang memiliki tingkat kerusakan atau nilai indeks kerusakan jalan 
terbesar. Kriteria kondisi lalu lintas akan digunakan untuk menilai besarnya 
volume lalu lintas pada setiap ruas jalan. 
Kriteria kondisi pelayanan akan digunakan untuk menilai kinerja ruas 
jalan dengan variabelnya yakni, fungsi jalan dan tingkat pelayanan fungsi 
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jalan. Dalam penilaian fungsi jalan, fungsi arteri diberi bobot lebih besar 
dibandingkan fungsi jalan lainnya sesuai fungsi pelayanannya dalam jaringan, 
dalam penelitian ini fungsi jalan arteri diberi bobot 3, fungsi kolektor diberi 
bobot 2, dan fungsi lokal diberi bobot 1. Variabel tingkat pelayanan fungsi 
jalan akan menilai tingkat pelayanan ruas jalan yang memiliki klasifikasi 
fungsi yang sama. Penilaian dilakukan dengan membandingkan panjang suatu 
ruas jalan dengan panjang seluruh ruas jalan dalam suatu zona (kecamatan) 
dikalikan dengan jumlah penduduk dalam zona tersebut. 
 
c. Sistem Program Penanganan Pemeliharaan Jalan Tahunan  
1) Penentuan Target Kondisi Jalan Akibat Penanganan 
Dalam kondisi keterbatasan dana, tidak selamanya kegiatan 
penanganan jalan dilakukan untuk mengembalikan kondisi jalan pada 
kondisi terbaik, dalam hal ini mengembalikan indeks kerusakan jalan ( 
IKJ ) pada level 0. Jika kondisi pendanaan terbatas maka upaya penanganan 
dapat disesuaikan dengan ketersediaan dana, di mana target level 
pelayanan yang akan dicapai pada indeks kerusakan jalan dapat diturunkan 
selama masih berada dalam rentang kondisi baik ( 0 – 4 ). 
Penelitian ini akan menggunakan kebijakan pencapaian target penanganan 
sebagai berikut: 
a) Semua ruas jalan akan ditangani dengan pemeliharaan rutin. Nilai IKJ 
pada tahun yang sama akan tetap karena pada dasarnya pemeliharaan 
rutin tidak menambah kekuatan struktural jalan melainkan hanya 
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memperbaiki kenyamanan berkendara dan menjaga jalan agar tetap 
berada dalam kondisi sesuai umur rencana. 
b) Jika dana mencukupi maka jalan dengan kondisi sedang akan 
ditangani dengan pemeliharaan berkala. Nilai IKJ setelah 
penanganan akan diposisikan pada level 0. 
c) Jika dana mencukupi maka jalan dengan kondisi rusak dan rusak 
berat akan ditangani masing-masing dengan peningkatan dan 
rekonstruksi. Nilai IKJ setelah penanganan akan diposisikan pada 
level 0. 
d) Jika dana tidak mencukupi maka jalan dengan kondisi sedang, rusak, 
atau rusak berat akan ditangani dengan minimal (pemeliharaan rutin). 
Nilai IKJ pada tahun yang sama akan tetap. 
 
2) Alokasi Dana Menurut Ketersediaan Dana 
Proses penyusunan skenario program penanganan jalan per tahun 
dilakukan dengan menggunakan bagan alir seperti yang disampaikan 
pada Gambar 3.2 dibawah ini. Dalam hal ini diasumsikan dana yang 
tersedia adalah suatu angka yang diberikan dalam konteks skenario 
besaran biaya yang akan dialokasikan oleh kabupaten untuk kegiatan 
penanganan jalan kabupaten, mulai dari besaran tertentu sampai dengan 
ideal sesuai dengan jumlah kebutuhan dana untuk semua ruas jalan. 
Proses alokasi ke setiap ruas dilakukan sesuai dengan 
prioritas yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. 
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Gambar 3. 2  Sistem Alokasi Dana Penanganan ke Setiap Ruas Jalan 
 
 
6.  Pilihan Metode Analytical Hierarchi Process 
Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa dalam kondisi pendanaan jalan 
kabupaten yang kecukupan dananya tidak memadai, maka mau tidak mau 
pengalokasian dana untuk penanganan jalan harus dilakukan dengan skala 
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prioritas. Dalam penelitian ini untuk memprioritaskan serangkaian alternatif 
kebutuhan penanganan jalan di setiap ruas jalan dengan mcnggunakan metode 
Analytical Hierarchi Process. Di mana diharapkan dengan penggunaan 
Analytical Hierarchi Process ini keputusan yang diambil untuk menentukan 
prioritas pemeliharaan suatu ruas jalan telah mempertimbangkan semua 
variabel sekomprehensif mungkin dengan tetap menjaga proses ilmiah dari 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan. 
a.  Kelebihan Metode Analytical Hierarchi Process  
Dibandingkan dengan pendekatan pengambilan keputusan lain, metode 
Analytical Hierarchi Process memiliki sejumlah keunggulan yakni :  
1) Dapat memasukkan pendapat masyarakat pengguna sehingga hasilnya 
bisa diterima. 
2) Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan eksplisit. 
3) Pilihan tujuan dan kriteria yang dibuat oleh suatu grup pengambil 
keputusan terbuka untuk dianalisis dan diubah jika dirasa tidak sesuai. 
4) Skoring dan pembobotan jika digunakan juga terbuka dan dikembangkan 
sesuai dengan teknik yang sudah mapan (established techniques). Juga 
dapat diperiksa dengan sumber informasi lain atau suatu nilai relatif, 
bahkan dapat diubah jika diperlukan. 
5) Pengukuran kinerja dapat diwakilkan kepada ahli, sehingga tidak perlu 
melibatkan pengambil keputusan dalam kegiatan ini. 
6) Dapat menyediakan media komunikasi diantara pengambil keputusan 
dan dapat juga dengan komunitas yang lebih luas. 
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7) Skor dan bobot yang digunakan dapat diaudit dengan track yang jelas. 
 
b.  Skoring dan Pembobotan 
Teknik Analisis Multi Kriteria umumnya mengaplikasikan analisis 
numerik terhadap suatu matriks kinerja dalam dua tahapan, yakni: 
1) Skoring : besarnya preferensi terhadap suatu alternatif (pilihan) terhadap 
kriteria tertentu. Dalam hal ini skor yang lebih tinggi dari suatu alternatif 
menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap alternatif tersebut. 
2) Pembobotan : pemberian suatu bobot yang ditetapkan untuk setiap 
kriteria yang menyatakan penilaian relatif antar kriteria. 
 
c.  Proses Analisis 
Proses analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini disampaikan 
pada Gambar 3.3. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah Analytical 
Hierachy Process (AHP). Dalam hal ini kebutuhan penanganan jalan atau 
dalam AHP disebut dengan alternatif diperoleh dari jenis penanganan yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan 100% jalan mantap. Sedangkan bobot 
kriteria diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait atau 
disebut sebagai aktor/stakeholder. 
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Gambar 3.3 Proses Aplikasi AHP dalam Prioritas Pemeliharaan Jalan Kabupaten 
 
d.  Metode Pengambilan Sampel dan Penetapan Responden 
Untuk menyusun bobot antar kriteria perlu dilakukan survey terhadap 
stakeholders atau aktor yang terlibat dan berkepentingan dengan penanganan 
pemeliharaan jalan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non 
probabitity sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling dikenal 
juga dengan sampling pertimbangan yaitu teknik sampling yang digunakan 
peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu 
didalam pengambilan sampel. Hanya mereka yang ahli yang patut 
memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang diperlukan          
( Riduwan 2004). 
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 Survey tersebut dilakukan untuk memperoleh matriks perbandingan 
berpasangan (pairwise comparison) sesuai persepsi responden dari setiap 
kriteria perencanaan yang diajukan. Aktor yang dipilih dalam studi ini 
meliputi: 
1)  Wakil Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini dapat dipilih responden dari 
Sub Din Jalan  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung, 
2)  Wakil Dinas Perhubungan, dalam hal ini dapat dipilih responden dari Sub 
Din Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 
3).  Wakil masyarakat, dalam hal ini dapat dipilih responden dari kalangan 
masyarakat yang memahami. 
 
e.  Pembobotan Kriteria 
Hasil wawancara dapat diterjemahkan ke dalam bentuk matriks 
perbandingan berpasangan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.8 dan 
untuk kemudian dapat dilakukan proses pembobotan. Adapun metoda 
perhitungan untuk memperoleh bobot relatif antar kriteria adalah sebagai 
berikut: 
1) Dari hasil wawancara ke stakeholder dengan pertanyaan : "Seberapa 
penting Kriteria A relatif terhadap Kriteria B?" akan dapat dibentuk 
Pairwise Comparison Matrix, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.8. 
2) Hitung rata-rata geometrik setiap baris, dengan persamaan berikut: 
)( 32 2 WixWixWiWi n=  
 
  
85 
3) Jumlahkan seluruh rata-rata geometrik dari langkah 2 
Wt  =  W1 + W2 + Wn 
4)  Normalisasi jumlah rata-rata geometrik setiap baris hasil langkah 2 
dengan membanginya dengan jumlah total rata-rata geometrik hasil 
langkah 3 untuk mendapatkan bobot relatif setiap kriteria: 
Wi (relatif)  =  Wi / Wt 
 
f. Pemeriksaan Konsistensi 
Konsistensi jawaban atau pembobotan setiap responden harus diperiksa 
untuk menjaga kualitas model secara keseluruhan. Dalam Analytical 
Hierachy Process (AHP) tingkat konsistensi ini dinyatakan dengan besaran 
indeks konsistensi (Cl). Adapun penghitungan indeks konsistensi dilakukan 
dengan persamaan: 
CI  =  ( λ maks - n) / ( n – 1 ) 
λ maks =  ( ∑Win x Wn ) / 2 
Dimana : 
 λ maks  : eigenvalue maksimum 
 n  : ukuran matriks  
Win  :  nilai perbandingan antara kriteria i terhadap kriteria n  
Wn  : nilai tingkat kepentingan kriteria n 
Penetapan suatu matriks dianggap konsisten jika nilai Rasio Konsistensi 
(CR) lebih kecil atau sama dengan 0,10. Rasio konsistensi dihitung dengan 
persamaan berikut: 
CR  =  CI /RI  
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Dalam hal ini RI adalah indeks random yang nilainya ditentukan 
berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Saaty dengan 
menggunakan 500 sampel, di mana jika " judgement " numerik diambil secara 
acak dari skala 1/9, 1/8, ..., 1, 2, ...,9 akan diperoleh rata-rata konsistensi 
untuk matriks dengan ukuran yang berbeda seperti yang disampaikan pada 
Tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Nilai Indeks Random 
Ukuran Matrik 1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Indeks Random 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
Ukuran Matrik 11 12 13 14 15  
Indeks Random 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24  
  
Sumber : Marimin, 2004 
 
g.  Penghitungan Bobot Seluruh Responden 
Proses pembobotan dan pemeriksaan konsistensi di atas dilakukan 
untuk setiap responden. Tahapan selanjutnya adalah melakukan agregasi 
untuk mendapatkan pilihan umum (overall preference) dari semua 
stakehoders, yang merepresentasikan kecenderungan umum terhadap bobot 
kriteria. Proses agregasi bobot kriteria ini dilakukan dengan pertama-tama 
membuat rata-rata pembobotan per kelompok stakeholders dan kemudian 
baru dicari rata-rata untuk semua kelompok stakeholders. Gambar 3.3 
memberikan gambaran mengenai proses pembobotan rata-rata keseluruhan. 
Hasil pembobotan kriteria secara keseluruhan inilah yang digunakan 
dalam proses analisis prioritas pemeliharaan jalan di kabupaten wilayah studi. 
Dengan penggunaan bobot total kriteria ini maka dapat diasumsikan bahwa 
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keputusan dalam melakukan prioritas penanganan pemeliharaan jalan 
kabupaten telah mempertimbangkan persepsi dan kepentingan dari semua 
stakeholders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4  Proses Perhitungan Bobot Total Kriteria 
 
h.  Proses Skoring  
Penilaian kinerja atau skoring alternatif terhadap variabel kriteria 
umumnya dilakukan dalam skala penilaian antara 0 s/d 10. Skor atau nilai 
tertinggi yakni 10, diberikan untuk alternatif atau ruas jalan yang kinerjanya 
terbaik dalam memenuhi tujuan dari setiap variabel yang mewakili setiap 
kriteria prioritas pemeliharaan jalan kabupaten. 
Dalam Tabel 3.3 variabel kriteria yang diusulkan dapat berupa variabel 
kuantitatif maupun variabel kualitatif. Untuk menghindari penilaian yang 
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tingkat subyektifitasnya berlebihan, maka diusahakan bahwa variabel terpilih 
akan berupa variabel kuantitatif, dengan alasan: 
1) Dengan tidak adanya variabel kualitatif maka skoring yang seharusnya 
dilakukan oleh panel expert dapat diwakili oleh Peneliti karena skoring 
dapat dilakukan dengan membandingkan langsung nilai variabel yang 
ditampilkan oleh setiap alternatif. 
2) Lebih mudah dan transparan penilaiannya, sehingga mempermudah 
aplikasi model yang dikembangkan ini di dalam prakteknya oleh pejabat 
di daerah. 
Dengan demikian dalam studi ini metoda Analytical Hierachy Process 
(AHP) tidak digunakan secara penuh (parsial), di mana proses skoring tidak 
dilakukan oleh sebuah panel expert namun skoring dilakukan oleh peneliti. 
Dengan asumsi semua variabel kriteria berupa data kuantitatif, maka skoring 
dapat dilakukan dengan memperbandingkan secara langsung besaran variabel 
kriteria yang ditampilkan oleh setiap alternatif yang diperbandingkan. Dalam 
penelitian ini metoda penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1) Alternatif dengan angka variabel yang terbaik dari suatu kriteria diberi 
nilai kinerja maksimum, yakni 10. 
2) Nilai kinerja untuk alternatif lain (yang lebih rendah) dihitung sebagai 
proporsi terhadap variabel pada alternatif dengan variabel terbaik 
menggunakan formulasi berikut: 
a) Untuk variabel terbaik adalah angka tertinggi : 
10
)var(
)var(
x
terbaikalternatifiabelNilai
XalternatifiabelNilai
XalternatifNilai =  
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b) Untuk variabel terbaik adalah angka terendah:  
10
)var(
)var(
x
XalternatifiabelNilai
terbaikiabelNilai
XalternatifNilai =  
Nilai atau skor yang didapat oleh setiap ruas jalan dari seluruh kriteria 
yang digunakan selanjutnya diurut dan nilai terbesar hingga terkecil atau 
sebaliknya untuk kemudian dirangking sebagai urutan prioritas penanganan. 
i.  Pembentukan Matriks Kinerja (Performance Matrix) 
Matriks kinerja (performance matrix) merupakan representasi dari 
tingkat pemenuhan kriteria dari suatu altematif yang merupakan hasil 
perkalian dari skor alternatif terhadap variabel kriteria dengan besarya bobot 
setiap criteria. Contoh matriks kinerja disampaikan pada Tabel 3.5. 
Penyimpulan prioritas untuk setiap alternatif ditentukan oleh besarnya nilai 
kinerja alternatif (Pi), di mana altenatif yang menunjukkan nilai Pi yang lebih 
besar akan lebih diprioritaskan. 
Tabel 3.5 Contoh Pembentukan Matriks Kinerja 
 Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kinerja 
Alternatif 1 S11 * W1 S12 * W2 S13 * W3 S14 * W4 P1 
Alternatif 2 S21 * W1 S22 * W2 S23 * W3 S24 * W4 P2 
            
Alternatif i Si1 * W1 Si2 * W2 Si3 * W3 Si4 * W4 Pi 
 
Keterangan: 
Sij  : Skor alternatif i thd kriteria j 
Wj : Bobot kriteria j 
Sij* Wj : Skor terbobotkan (weighted score) 
Pi : Kinerja alternative i 
 : ∑ Sij * Wij 
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BAB IV 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A.  DESKRIPSI  PENELITIAN 
Kabupaten Tulungagung mempunyai luas wilayah 105.565 ha atau 1.055,65 
km2 dengan jumlah penduduk tahun 2007 tercatat 1.002.807 jiwa dengan kenaikan 
rata-rata 0,94 % per tahun. Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan di wilayah 
Kabupaten Tulungagung yang menjadi kewenangannya dibagi dalam 4 koordinator 
wilayah yaitu : 
1. Wilayah Eks. Kawedanan Tulungagung atau Koordinator Wilayah 
Tulungagung. 
2. Wilayah Eks. Kawedanan Kalangbret atau Koordinator Wilayah Kalangbret. 
3. Wilayah Eks. Kawedanan Campurdarat atau Koordinator Wilayah 
Campurdarat. 
4. Wilayah Eks. Kawedanan Ngunut atau Koordinator Wilayah Ngunut  
Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah ruas jalan beraspal  di Koordinator 
Wilayah Eks. Kawedanan Campurdarat atau Koordinator Wilayah Campurdarat yang 
terdiri dari : 
a. Kecamatan Campurdarat 
b. Kecamatan Pakel 
c. Kecamatan Bandung 
d. Kecamatan Besuki 
e. Kecamatan Tanggunggunung 
78 
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Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada koordinat 111º 43’ - 
112º 07’ Bujur Timur dan  111º 7º 51’ - 8º 18’ Lintang Selatan. Secara keseluruhan 
wilayah Kabupaten Tulungagung dapat terlihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 
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KEC. BANDUNG
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Gambar 4.1 Peta Jaringan Jalan Koordinator Wilayah Campuradarat Kabupaten 
Tulungagung 
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B.  DATA RUAS JALAN KAJIAN 
1.   Data Inventarisasi Jalan 
Data ruas jalan beserta kondisi kerusakan jalan berasal dari wilayah studi 
untuk jalan kabupaten pada Koordinator Wilayah Campurdarat Kabupaten 
Tulungagung  untuk usulan program tahun 2008. 
Tabel 4.1 Data Kerusakan Jalan Beraspal pada Tahun 2008 
NOMOR   
PANJANG 
VOLUME 
KERUSAKAN 
N A M A   R U A S RUAS LUBANG RETAK 
URUT RUAS 
  (KM) M3 M2 
1 2 3 4 5 6 
1 001 BANDUNG-SRIPIT 7,900      15,25       1.244  
2 002 BANDUNG-BESUKI 5,000      12,50       1.500  
3 003 GAMBIRAN-BESUKI 3,800        5,75       1.197  
4 005 BANDUNG-GANDONG 3,800      12,00       1.450  
5 006 BANDUNG-SODO 4,500      15,00       3.037  
6 007 NGRANCE-SODO 4,800        8,75       1.188  
7 008 CAMPURDARAT-SODO 3,100      27,00       1.674  
8 009 SAWO-TUMPAKMERGO 4,600        9,50       1.035  
9 010 CAMPURDARAT-SAWO 5,700      12,00       1.745  
10 011 PAKISREJO-TUMPAKMERGO 4,000      23,00       5.600  
11 012 TANGGUNGGUNUNG-TUMPAKMERGO 2,300        7,50          828  
12 014 BOYOLANGU-CAMPURDARAT 7,500      10,00       1.800  
13 028 POJOK-PAGERSARI 4,500        9,50          630  
14 032 KALITALUN-SINE 11,600      37,50     20.800  
15 033 TANGGUNGGUNUNG-KALIBATUR 9,600      12,50       3.456  
16 034 KALIBATUR-KALIGENTONG 3,900      13,75       1.692  
17 036 KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO 4,500        7,50          607  
18 039 KARANGTALUN-WINONG 6,100      17,50     10.065  
19 050 GEBANG-SANAN 1,500        4,00          157  
20 059 SAWO-GAMBIRAN 2,900      11,25          652  
21 060 GAMBIRAN-POPOH 5,600      15,00       1.764  
22 064 GEBANG-NGEBONG 4,800      20,00       2.856  
23 097 TUMPAKMERGO-BRUMBUN 8,800      30,00     18.865  
24 104 BESUKI-WATULIMO 7,700      18,75       8.085  
25 105 BESUKI-SAWENTAR 8,500          0,00          0,00 
26 108 NGENTRONG-NGREJO 5,000        2,50            60  
27 112 GEBANG-BOYOLANGU 6,300      25,00       3.402  
28 115 GESIKAN-WATES 4,500      30,00       1.620  
29 116 GERBO-POPOH 1,000        6,25            90  
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Tabel 4.1 Data Kerusakan Jalan Beraspal pada Tahun 2008 ( Lanjutan )
NOMOR   
PANJANG 
VOLUME 
KERUSAKAN 
N A M A   R U A S RUAS LUBANG RETAK 
URUT RUAS 
  (KM) M3 M2 
1 2 3 4 5 6 
30 117 GERBO-SIDEM 1,000        7,50          105  
31 119 BANDUNG-SURUHAN KIDUL 0,900        2,50          135  
32 132 NGUNGGAHAN-SURUHAN KIDUL 2,000        4,00          120  
33 133 GANDONG-BANTENGAN 6,500      30,00       3.412  
34 134 GANDONG-PAKEL 5,100        3,50          350  
35 135 GANDONG-SANAN 4,500        2,50       2.025  
36 138 SUKOANYAR-GOMBANG 1,800        6,25          315  
37 144 PAKEL-NGEBONG 1,300        7,50          117  
38 149 CAMPURDARAT-PAKISREJO 4,000      10,00       1.440  
39 173 TANGGUNGGUNUNG-KLAMPOK 4,200      10,00          630  
40 174 KRESIKAN-DAWUNG 7,225      11,25          374  
41 177 POJOK-PELEM 5,100        4,50          372  
42 179 TANGGUL TURUS-SRIPIT 7,200        2,00            60  
43 181 GESIKAN-GEMPOLAN 3,200        2,50          224  
44 186 GANDONG-NGEPEH 3,000        5,00            70  
45 295 GEMPOLAN - BTS KAB. TRENGGALEK 0,470        2,00            65  
46 306 KEBON - BANGUNJAYA 0,380          0,00          0,00 
47 307 NGRANCE - SANAN 0,950        1,50          150  
48 311 PECUK - WATES 3,330        1,00            30  
49 328 GOMBANG - SUWALUH 1,800        4,00            30  
50 336 NGEBONG - TAMBAN 0,760        2,00          292  
51 337 SODO - TAMBAN 2,560        3,00          595  
52 349 SUKOANYAR - SAMBITAN 0,850        1,00            50  
53 355 JALAN LINGKUNGAN DESA BANDUNG 0,760        5,00            45  
54 356 JALAN LINGKUNGAN PASAR BANDUNG 0,950      51,00          150  
55 357 BANDUNG - SURUHAN KIDUL 0,850          0,00          0,00 
56 358 BONSARI - KALIREJO NGUNGGAHAN 1,900        2,00          130  
57 359 CONTHONG - KALIREJO NGUNGGAHAN 3,510        1,00          126  
58 363 BANDUNG - NGUNGGAHAN 0,950        0,50            32  
59 364 TANGGUL KUNDUNG - KALIANYAR 1,230          0,00          0,00 
60 366 SURUHAN LOR - GOMBANG 1,610        0,75            16  
61 376 SURUHAN LOR - SUKOHARJO 1,900        1,25          133  
62 389 JALAN LINGKUNGAN DESA MERGAYU 1,140        1,00          100  
63 393 TANGGUL TURIS - KEBOIRENG 1,240        3,50          186  
64 394 SAWO - GAMPING 1,620        0,50            23  
65 395 JALAN DESA GEDANGAN 1,900        0,75            30  
66 396 DSN KAUMAN - DSN BLIMBANG 0,950    125,00          140  
67 397 JALAN LINGKAR PASAR CAMPURDARAT 1,810        3,70            60  
68 398 JL LINGKAR DSN KAUMAN C.DARAT 1,230          0,00          0,00 
69 399 KENDHIT - GLOTHAN DESA TANGGUNG 2,280        1,00            45  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung 
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2.   Item Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan Pemeliharaan  
Data item pekerjaan pemeliharaan menurut kondisi jalan dan harga satuan 
pekerjaan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. 
Tabel 4.2 Item Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan Pemeliharaan 
No Item Pekerjaan Harga Satuan 
( Rp ) 
Unit 
I Pemeliharaan Rutin     
 ( untuk jalan kondisi baik )   
a Pembersihan saluran tepi 
b Perataan bahu jalan 
c Pembersihan trotoar 
d Pembersihan gorong-gorong 
e Pengendalian tumbuhan/pemotongan rumput 
     133.667,00  Rp/are 
      
II Pemeliharaan Berkala     
 ( untuk jalan kondisi sedang )   
a Penambalan Lubang ( Deep Patching )        92.432,00  Rp/M2 
b Laburan Aspal Pasir ( Buras )          9.676,00  Rp/M2 
      
III Peningkatan     
 ( untuk jalan kondisi rusak )   
a Penambalan Lubang ( Deep Patching )        92.432,00  Rp/M2 
b Laburan Aspal        13.218,00  Rp/liter 
c Laston ( HRS )        74.673,00  Rp/M2 
      
IV Rekonstruksi     
 ( untuk jalan kondisi rusak berat )   
a Lapis Pondasi Atas ( ATBL )   2.499.102,00  Rp/M3 
b Laburan Aspal        13.218,00  Rp/liter 
c Laston tebal 4 cm         99.964,00  Rp/M2 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung  
 
3.   Data Pendanaan Jalan  
Data berasal dari Usulan Program Paket Tahun 2008 Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Tulungagung yang berisi daftar usulan penanganan 
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pemeliharaan ruas jalan di Koordinator Wilayah Campurdarat Kabupaten 
Tulungagung. Data ini dipilih untuk digunakan dalam penelitian karena 
kelengkapannya dan merupakan data terbaru yang diusulkan untuk ditangani 
pada tahun tersebut. 
Tabel 4.3  Realisasi Pendanaan Pemeliharaan Jalan Tahun 2004 - 2008 
No 
Realisasi  
Pendanaan 
Sumber Pendanaan APBD 
Kab. Tulungagung dan Dana 
Aloksi Khusus 
1 Realisasi Pendanaan Tahun 2004 1.365.831.780,00 
2 Realisasi Pendanaan Tahun 2005   5.233.350.000,00  
3 Realisasi Pendanaan Tahun 2006   6.415.668.000,00  
4 Realisasi Pendanaan Tahun 2007     8.237.600.000,00  
5 Realisasi Pendanaan Tahun 2008   10.920.600.000,00  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung  
 
C.  PENYUSUNAN KRITERIA PRIORITAS 
1.   Penyusunan Kriteria Prioritas Pemeliharaan Jalan  
Proses penyusunan kriteria prioritas pemeliharaan jalan kabupaten, 
khususnya diperuntukkan untuk melengkapi masukan (input) bagi model Proses 
Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process – AHP) yang akan digunakan 
sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Metode 
Analytical Hierarchy Process dipilih sebagai alat bantu dengan pertimbangan 
seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2. Struktur umum model AHP yang 
diaplikasi dalam studi ini disampaikan pada Gambar 3.2, dalam gambar tersebut 
proses AHP membutuhkan 2 masukan utama, yakni alternatif dan bobot kriteria. 
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai alternatif adalah daftar kebutuhan 
penanganan pemeliharaan jalan.  
Sedangkan bobot kriteria merupakan hasil penilaian stakeholders 
terhadap kriteria prioritas pemeliharaan jalan yang diajukan. Adapun kriteria 
prioritas pemeliharaan jalan yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan 
pada Tabel 3.3, penetapan kriteria melalui studi literatur, diskusi dengan dinas 
terkait serta masukan dari ahli, didapat 4 (empat) kriteria dominan yang dapat 
mempengaruhi terhadap penentuan prioritas pemeliharaan suatu ruas jalan. 
Dalam hal ini proses penilaian kriteria dilakukan dengan metoda 
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dengan mengajukan 
pertanyaan kepada responden yang terpilih yang mengarahkan untuk mengetahui 
persepsi mereka terhadap tingkat kepentingan relatif dari kriteria-kriteria yang 
diajukan. Contoh formulir survey disampaikan pada Lampiran 1 dan proses 
serta hasil survey wawancara untuk penyusunan kriteria prioritas pemeliharaan 
jalan kabupaten disampaikan dalam beberapa sub bab berikut ini.  
 
2.   Survey Persepsi Stakeholder  
a.  Responden dan Pelaksanaan Survey 
Responden yang dipilih untuk memberikan penilaian bobot terhadap 
kriteria prioritas pemeliharaan jalan kabupaten terdiri dari 3 kelompok 
yakni; (1) wakil Dinas Pekerjaan Umum, (2) wakil Dinas Perhubungan dan 
(3) wakil Masyarakat. 
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Dari rangkaian survey yang dilakukan diperoleh sebanyak 30 
responden yang mengisi formulir survey sebagaimana ditunjukkan pada 
Lampiran 1 secara konsisten. Responden tersebut terdiri dari 10 wakil 
Dinas Pekerjaan Umum, 10 wakil Dinas Perhubungan, 10 wakil 
Masyarakat. Survey dilakukan dengan cara wawancara langsung di mana 
peneliti menemui langsung para responden, dengan cara ini peneliti bisa 
menjelaskan secara langsung dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh 
responden terutama responden dari wakil masyarakat. 
 
b.  Presentasi Data Hasil Survey 
Data hasil survey yang diperoleh dari 30 responden memperlihatkan 
distribusi perangkingan kriteria menurut kelompok responden seperti yang 
disampaikan pada Tabel 4.4 dan pada Gambar 4.2. Dari Gambar 4.2 
terlihat bahwa rangking 1, atau kriteria yang dianggap paling penting, 
paling banyak diduduki oleh kriteria 1 kondisi struktur jalan yaitu 16 
responden (53,3%), selanjutnya 10 responden (33,3%) menempatkan 
kriteria 2 kondisi lalu lintas, kemudian 3 responden (10%) menempatkan 
kriteria 3 kondisi pelayanan dan terakhir 1 responden (3,3%) menempatkan 
kriteria 4 tuntutan masyarakat. 
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Tabel 4.4  Perangkingan Kriteria Menurut Kelompok Responden 
Perangkingan Kriteria dan  
Kelompok Responden Rangking 
1 
Rangking 
2 
Rangking 
3 
Rangking 
4 
1 Kondisi Struktur Jalan     
  a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum 6 3 1 0 
  b. Wakil Dinas Perhubungan 5 5 2 0 
  c. Wakil Masyarakat 5 4 1 0 
   Jumlah  1 16 12 4 0 
2 Kondisi Lalu Lintas     
  a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum 4 4 2 0 
  b. Wakil Dinas Perhubungan 3 4 1 0 
  c. Wakil Masyarakat 3 2 3 2 
  Jumlah  2 10 10 6 2 
3 Kondisi Pelayanan     
  a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum 0 2 3 5 
  b. Wakil Dinas Perhubungan 2 1 6 1 
  c. Wakil Masyarakat 1 0 1 8 
  Jumlah  3 3 3 10 14 
4 Tuntutan Masyarakat     
  a. Wakil Dinas Pekerjaan Umum 0 1 4 5 
  b. Wakil Dinas Perhubungan 0 0 1 9 
  c. Wakil Masyarakat 1 4 5 0 
  Jumlah  4 1 5 10 14 
Sumber : Hasil Analisis 
Demikian selanjutnya untuk rangking-rangking selanjutnya, dimana 
untuk rangking 2 pilihan responden paling banyak juga jatuh pada kriteria 1 
kondisi struktur jalan yakni sebanyak 12 responden (40%) sedangkan untuk 
rangkin 3 pilihan responden paling banyak jatuh pada kriteria 3 dan 4 yaitu 
kondisi pelayanan dan tuntutan masyarakat yakni sebanyak 10 responden ( 
33,3%) dan untuk rangking 4 pilihan responden paling banyak jatuh pada 
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kriteria 3 dan 4 yaitu kondisi pelayanan dan tuntutan masyarakat yakni 
sebanyak 14 responden ( 46,7%). 
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Gambar 4.2 Distribusi Perangkingan Kriteria Prioritas Pemeliharaan Jalan 
 
 
Dari hasil distribusi perangkingan ini terlihat bahwa kecenderungan 
para responden dalam memilih rangking sangat dipengaruhi oleh persepsi 
kepentingan mereka. Katakanlah untuk wakil Dinas Pekerjaan Umum dan 
wakil Dinas Perhubungan perhatian mereka terhadap kondisi struktur jalan 
dan besarnya lalu lintas yang lewat tanpa berfikir kondisi pelayanan dan 
tuntutan masyarakat. Semua responden berfikir bahwa kondisi struktur jalan 
merupakan kriteria dominan yang paling diutamakan. tanpa memperhatikan 
volume lalu lintas yang lewat. 
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3.   Pembobotan Kriteria  
a. Proses Pembobotan 
Setelah data persepsi stakeholders terhadap kriteria terkumpulkan 
maka proses selanjutnya adalah membentuk matriks perbandingan 
berpasangan (pairwise comparison matrix). Kemudian dihitung bobot 
relatif setiap kriteria untuk masing-masing responden, per kelompok 
stakeholders, dan terakhir menggabungkannya untuk mendapatkan bobot 
kriteria secara keseluruhan. 
Proses dan hasil perhitungan selengkapnya disampaikan pada 
Lampiran 2, yakni yang terkait dengan pembentukan matriks perbandingan 
berpasangan, uji konsistensi dan estimasi bobot kriteria per kelompok 
stakeholders dan secara keseluruhan. Dalam sub bab berikut akan 
disampaikan beberapa bahasan penting yang ditemukan dari hasil 
perhitungan tersebut. 
 
b.  Matriks Perbandingan Berpasangan dan Uji Konsistensi 
Tabel 4.5 menyajikan contoh matriks perbandingan berpasangan untuk satu 
responden dari wakil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. 
Hasil wawancara dapat diterjemahkan ke dalam bentuk matriks perbandingan 
berpasangan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Contoh Matrik Perbandingan Berpasangan 
Pairwise Comparison Matrix No. 06 - DPU 
Kriteria Kriteria Kriteria Kriteria Geom Rel. Eigen 
Kriteria 
I II III IV Mean Weight Value 
Ranking 
I 1/1 1/1 9/1 5/1 2,590 0,463 4,041 1 
II 1/1 1/1 7/1 3/1 2,141 0,383 4,083 2 
III 1/9 1/7 1/1 1/1 0,355 0,063 4,104 4 
IV 1/5 1/3 1/1 1/1 0,508 0,091 4,122 3 
    Total 5,594 1,000   16,350   
       λ Max         4,087   
    CI         0,029   
    CR         0,032   
Sumber : Hasil Analisis 
Adapun langkah perhitungan untuk memperoleh bobot relatif antar 
kriteria adalah sebagai berikut: 
3) Penentuan urutan prioritas secara umum oleh stakeholder dengan 
pertanyaan : " Menurut anda, bagaimanakah urutan prioritas atau tingkat 
kepentingannya dari keempat kriteria penanganan jaringan jalan berikut 
ini?" 
Tabel  4.6  Hasil Penilaian Urutan Prioritas Responden DPU No. 06 
KRITERIA RANGKING 
Kondisi Struktur Jalan 
Fungsi akses dari ruas jalan 
1 2 3 4 
Kondisi Lalu Lintas 
 
1 2 3 4 
Kondisi Pelayanan 
 
1 2 3 4 
Tuntutan Masyarakan Pengguna Jalan 
 
1 2 3 4 
Sumber : Pendapat Responden DPU No. 06 
Hasil pendapat responden pada Tabel 4.6 memberikan urutan prioritas 
atau tingkat kepentingannya adalah : 
Rangking 1 :  Kondisi Struktur Jalan 
Rangking 2 :  Kondisi Lalu Lintas 
  
102 
Rangking 3 :  Kondisi Pelayanan 
Rangking 4 :  Tuntutan Masyarakan Pengguna Jalan 
4) Dari hasil wawancara ke stakeholder dengan pertanyaan : "Seberapa 
penting Kriteria A relatif terhadap Kriteria B?" akan dapat dibentuk 
Pairwise Comparison Matrix. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
√ Kondisi Struktur Kondisi Lalu Lintas √
√ Kondisi Struktur Kondisi pelayanan √
√ Kondisi Struktur Tuntutan Masyarakat √
√ Kondisi Lalu Lintas Kondisi Pelayanan √
√ Kondisi Lalu Lintas Tuntutan Masyarakat √
Kondisi Pelayanan √ Tuntutan Masyarakat √
Kriteria A        atau       Kriteria B
Kriteria mana yang anda Seberapa besar perbedaan
anggap lebih penting ? tingkat kepentingannya ?
. 
Adapun skala penilaian tingkat kepentingan antar dua kriteria tertentu 
dinilai dengan kaidah sebagai berikut : 
Perbandingan tingkat 
kepentingan antara kriteria 
A dengan kriteria B 
Definisi 
Penilaian 
Penjelasan 
1 Sama penting Kriteria A sama penting dengan 
kriteria B 
3 Relatif lebih 
penting 
Kriteria A relatif lebih penting 
dibandingkan kriteria B 
5 Lebih penting Kriteria A lebih penting 
dibandingkan kriteria B 
7 Sangat penting Kriteria A sangat lebih penting 
dibandingkan kriteria B 
9 Jauh lebih 
penting 
Kriteria A jauh lebilt penting 
dibandingkan kriteria B 
2 , 4 , 6 , 8 Nilai antara Penilaian diantara nilai relatif 
lainnya 
Sumber : Marimin, 2004 
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5) Menghitung rata-rata Geometrik (Geometric Mean) setiap baris, dengan 
persamaan berikut: 
)( 32 2 WixWixWiWi n=  
 =  4 )5911( xxx  
 =   2,590 
Selanjutnya untuk baris kedua sampai dengan keempat dengan 
perhitungan yang sama. 
3) Jumlahkan seluruh rata-rata geometrik dari langkah 2 
Wt  =  W1 + W2 + Wn 
  =  2,590 + 2,141 + 0,355 + 0,508 
  =  5,594 
4)  Normalisasi jumlah rata-rata geometrik setiap baris hasil langkah 2 
dengan membanginya dengan jumlah total rata-rata geometrik hasil 
langkah 3 untuk mendapatkan bobot relatif (Relative Weight) setiap 
kriteria: 
Wi (relatif)   =  Wi / Wt 
   =  2,590 / 5,594 
  =  0,463 
5)  Menghitung nilai Eigen Value dengan langkah sebagai berikut : 
EV baris pertama =  
463,0
)091,05()063,09()383,01()463,01( xxxx +++
 
   =  4,041  
6)  Menghitung nilai λ maks  (eigenvalue maksimum) sebagai berikut : 
 λ maks  =  
4
350,16
 =  4,087 
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7)  Menghitung nilai Indeks Konsistensi (CI) dan Ratio Konsistensi (CR) 
dengan langkah sebagai : 
 CI  =  ( λ maks - n) / ( n – 1 ) 
  = ( 4,087 – 4 ) / ( 4 – 1 ) 
  =  0,029 
 CR =  CI / RI 
  =  0,029 / 0,9 
  =  0,032  dengan syarat harus kurang dari < 0,10  
Untuk responden contoh diatas diperoleh hasil bobot untuk kriteria 1, 
kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 masing-masing sebesar 0.463 (rangking 1); 
0,383 (rangking 2); 0,063 (rangking 4) dan 0,091 (rangking 3). Tingkat konsistensi 
yang ditunjukkan oleh nilai CR (Consistency Ratio) sebesar 0,032 atau lebih 
kecil dari syarat maksimum yang diijinkan yakni sebesar 0,10. 
Detail matriks perbandigan berpasangan untuk setiap responden 
disampaikan pada Lampiran 2. Tabel 4.7 menyampaikan hasil uji konsistensi 
secara umum untuk semua responden. Secara umum dari 30 responden yang 
jawabannya konsisten, diperoleh nilai rasio konsistensi (CR) yang cukup 
baik, yakni 0,035 relatif sangat konsisten dibandingkan dengan nilai CR 
maksimum sebesar 0,10. 
Hasil uji konsistensi ini dapat dikatakan bahwa pembobotan yang 
dilakukan oleh responden tersebut lulus dari uji konsistensi dan layak untuk 
digunakan sebagai basis untuk membuat matriks kinerja (performance matrix) 
setiap alternatif atau daftar kebutuhan penanganan pemeliharaan jalan di 
kabupaten wilayah studi. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Konsistensi 
Kelompok Stakeholder Indikasi 
Konsistensi DPU Dinas 
Perhubungan 
Masyarakat 
Rata-
rata 
   λ Max 4,097 4,099 4,090 4,095 
CI 0,032 0,033 0,030 0,032 
CR 0,036 0,037 0,033 0,035 
Sumber : Hasil Analisis 
 
c.  Bobot Kriteria Menurut Kelompok Stakeholders 
Hasil pembobotan kriteria menurut kelompok stakeholders: wakil 
Dinas Pekerjaan Umum, wakil Dinas Perhubungan dan wakil Masyarakat 
disampaikan pada Gambar 4.3 berikut ini. 
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Gambar 4.3 Bobot Kriteria Menurut Kelompok Stakeholders 
Grafik yang ditampilkan pada Gambar 4.3 tersebut membuktikan 
bahwa kriteria 1 kondisi struktur jalan dan kriteria 2 kondisi lalu lintas 
  
106 
mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya. 
Bobot tertinggi untuk kriteria 1 kondisi struktur jalan diberikan oleh 
kelompok stakeholders yang mewakili dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar 
0,402. Sedangkan untuk kriteria 2 kondisi lalu lintas bobot tertinggi diberikan 
oleh kelompok responden yang mewakili dari Dinas Perhubungan sebesar 
0,388. Untuk  kriteria 4 tuntutan masyarakat dan kriteria 3 kondisi pelayanan  
masing-masing mempunyai bobot tertinggi sebesar 0,246 dan 0,196. 
Hal ini juga membuktikan bahwa secara keseluruhan kriteria kondisi 
struktur jalan dan kondisi lalu lintas mendapatkan bobot kriteria yang tinggi 
oleh semua stakeholders, kecuali bobot dari wakil masyarakat untuk 
kriteria kondisi lalu lintas bobot nilainya dibawah bobot nilai dari kriteria 
tuntutan masyarakat. 
 
d.  Bobot Kriteria Keseluruhan 
Hasil pembobotan kriteria menurut kelompok stakeholder yang 
disampaikan pada Gambar 4.2 dapat diambil rata-rata untuk memperoleh 
bobot kriteria secara keseluruhan dengan metoda rata-rata aritmetika biasa. 
Hasil pembobotan secara keseluruhan disampaikan pada Tabel 4.8. 
Dari hasil bobot total rata-rata secara keseluruhan diperoleh bahwa 
kriteria 1 kondisi struktur jalan dan kriteria 2 kondisi lalu lintas mendapatkan 
bobot yang lebih tinggi dibandingkan kriteria yang lain dengan nilai bobot 
yang hampir sama, yakni masing-masing 0,383 dan 0,331. Sedangkan untuk 
kriteria 3 kondisi pelayanan dan kriteria 4 tuntutan masyarakat masing-
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masing hanya memperoleh bobot relatif sekitar ½ nya, yakni masing-masing 
sebesar 0,152 dan 0,134. 
Tabel 4.8 Bobot  Kriteria Keseluruhan 
Kriteria DPU Dinas 
Perhubungan 
Masyarakat Bobot 
Rata-rata 
1. Kondisi Struktur Jalan 0,402 0,358 0,391 0,383 
2. Kondisi Lalu Lintas 0,364 0,388 0,241 0,331 
3. Kondisi Pelayanan 0,138 0,196 0,122 0,152 
4. Tuntutan Masyarakat 0,096 0,058 0,246 0,134 
Sumber : Hasil Analisis 
Hasil pembobotan rata-rata untuk setiap kriteria secara keseluruhan ini 
bersama-sama dengan hasil skoring akan digunakan sebagai dasar untuk 
membentuk matriks kinerja (performance matrix) dari setiap alternatif ruas 
jalan yang akan ditangani sehingga diperoleh prioritas penanganan dari 
setiap ruas jalan sesuai dengan program penanganan yang 
dibutuhkannya. Proses skoring dan penyusunan prioritasi penanganan ruas 
jalan ini disampaikan dalam beberapa sub bab berikut ini. 
 
D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1.  Analisa Pendahuluan 
Pada data inventarisasi jalan diatas telah menyajikan jenis dan volume 
kerusakan berupa lubang dan retak yang selanjutkan akan dikonversi nilai 
kerusakan terhadap Indek Kerusakan Jalan ( IKJ ). Tahapan pembentukan nilai 
Indek Kerusakan Jalan telah disajikan pada Tabel 3.2 dan selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan tiap-tiap ruas jalan berdasarkan volume kerusakannya. 
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Tabel 4.9  Nilai Indek Kerusakan Jalan 
NOMOR   VOLUME 
KERUSAKAN 
N A M A   R U A S LUBANG RETAK 
URUT RUAS 
  M2/KM M2/KM 
IKJL IKJR 
1 2 3 4 5 6 7 
1 001 BANDUNG-SRIPIT 27,58 157,47 2,76 4,66 
2 002 BANDUNG-BESUKI 35,71 300,00 3,57 6,05 
3 003 GAMBIRAN-BESUKI 21,62 315,00 2,16 6,20 
4 005 BANDUNG-GANDONG 45,11 381,58 4,22 6,85 
5 006 BANDUNG-SODO 47,62 674,89 4,28 9,46 
6 007 NGRANCE-SODO 26,04 247,50 2,60 5,54 
7 008 CAMPURDARAT-SODO 124,42 540,00 6,16 8,41 
8 009 SAWO-TUMPAKMERGO 29,50 225,00 2,95 5,32 
9 010 CAMPURDARAT-SAWO 30,08 306,14 3,01 6,11 
10 011 PAKISREJO-TUMPAKMERGO 82,14 1.400,00 5,13 16,80 
11 012 TANGGUNGGUNUNG-TUMPAKMERGO 46,58 360,00 4,26 6,63 
12 014 BOYOLANGU-CAMPURDARAT 19,05 240,00 1,90 5,46 
13 028 POJOK-PAGERSARI 30,16 140,00 3,02 4,49 
14 032 KALITALUN-SINE 46,18 1.793,10 4,25 21,52 
15 033 TANGGUNGGUNUNG-KALIBATUR 18,60 360,00 1,86 6,63 
16 034 KALIBATUR-KALIGENTONG 50,37 433,85 4,35 7,35 
17 036 KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO 23,81 134,89 2,38 4,44 
18 039 KARANGTALUN-WINONG 40,98 1.650,00 4,12 19,80 
19 050 GEBANG-SANAN 38,10 104,67 3,81 4,14 
20 059 SAWO-GAMBIRAN 55,42 224,83 4,47 5,32 
21 060 GAMBIRAN-POPOH 38,27 315,00 3,83 6,20 
22 064 GEBANG-NGEBONG 59,52 595,00 4,57 8,84 
23 097 TUMPAKMERGO-BRUMBUN 48,70 2.143,75 4,31 25,73 
24 104 BESUKI-WATULIMO 34,79 1.050,00 3,48 12,60 
25 105 BESUKI-SAWENTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 108 NGENTRONG-NGREJO 7,14 12,00 0,71 0,48 
27 112 GEBANG-BOYOLANGU 56,69 540,00 4,50 8,41 
28 115 GESIKAN-WATES 95,24 360,00 5,44 6,63 
29 116 GERBO-POPOH 89,29 90,00 5,30 3,60 
30 117 GERBO-SIDEM 107,14 105,00 5,74 4,15 
31 119 BANDUNG-SURUHAN KIDUL 39,68 150,00 3,97 4,59 
32 132 NGUNGGAHAN-SURUHAN KIDUL 28,57 60,00 2,86 2,40 
33 133 GANDONG-BANTENGAN 65,93 524,92 4,73 8,29 
34 134 GANDONG-PAKEL 9,80 68,63 0,98 2,75 
35 135 GANDONG-SANAN 7,94 450,00 0,79 7,51 
36 138 SUKOANYAR-GOMBANG 49,60 175,00 4,33 4,83 
37 144 PAKEL-NGEBONG 82,42 90,00 5,13 3,60 
38 149 CAMPURDARAT-PAKISREJO 35,71 360,00 3,57 6,63 
39 173 TANGGUNGGUNUNG-KLAMPOK 34,01 150,00 3,40 4,59 
40 174 KRESIKAN-DAWUNG 22,24 51,70 2,22 2,07 
41 177 POJOK-PELEM 12,61 72,94 1,26 2,92 
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Tabel 4.9 Nilai Indek Kerusakan Jalan                                                        ( Lanjutan ) 
NOMOR   VOLUME 
KERUSAKAN 
N A M A   R U A S LUBANG RETAK 
URUT RUAS 
  M2/KM M2/KM 
IKJL IKJR 
1 2 3 4 5 6 7 
42 179 TANGGUL TURUS-SRIPIT 3,97 8,33 0,40 0,33 
43 181 GESIKAN-GEMPOLAN 11,16 70,00 1,12 2,80 
44 186 GANDONG-NGEPEH 23,81 23,33 2,38 0,93 
45 295 GEMPOLAN - BTS KAB. TRENGGALEK 60,79 138,30 4,60 4,47 
46 306 KEBON - BANGUNJAYA 0,00 0,00 0,00 0,00 
47 307 NGRANCE - SANAN 22,56 157,89 2,26 4,66 
48 311 PECUK - WATES 4,29 9,01 0,43 0,36 
49 328 GOMBANG - SUWALUH 31,75 16,67 3,17 0,67 
50 336 NGEBONG - TAMBAN 37,59 384,21 3,76 6,87 
51 337 SODO - TAMBAN 16,74 232,42 1,67 5,39 
52 349 SUKOANYAR - SAMBITAN 16,81 58,82 1,68 2,35 
53 355 JALAN LINGKUNGAN DESA BANDUNG 93,98 59,21 5,41 2,37 
54 356 JALAN LINGKUNGAN PASAR BANDUNG 766,92 157,89 15,34 4,66 
55 357 BANDUNG - SURUHAN KIDUL 0,00 0,00 0,00 0,00 
56 358 BONSARI - KALIREJO NGUNGGAHAN 15,04 68,42 1,50 2,74 
57 359 CONTHONG - KALIREJO NGUNGGAHAN 4,07 35,90 0,41 1,44 
58 363 BANDUNG - NGUNGGAHAN 7,52 33,68 0,75 1,35 
59 364 TANGGUL KUNDUNG - KALIANYAR 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 366 SURUHAN LOR - GOMBANG 6,65 9,94 0,67 0,40 
61 376 SURUHAN LOR - SUKOHARJO 9,40 70,00 0,94 2,80 
62 389 JALAN LINGKUNGAN DESA MERGAYU 12,53 87,72 1,25 3,51 
63 393 TANGGUL TURIS - KEBOIRENG 40,32 150,00 4,11 4,59 
64 394 SAWO - GAMPING 4,41 14,20 0,44 0,57 
65 395 JALAN DESA GEDANGAN 5,64 15,79 0,56 0,63 
66 396 DSN KAUMAN - DSN BLIMBANG 1.879,70 147,37 37,59 4,56 
67 397 JALAN LINGKAR PASAR C.DARAT 29,20 33,15 2,92 1,33 
68 398 JL LINGKAR DSN KAUMAN C.DARAT 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 399 KENDHIT - GLOTHAN DESA TANGGUNG 6,27 19,74 0,63 0,79 
Sumber : Hasil Analisis 
 
2.   Kebutuhan Penanganan Pemeliharaan Jalan 
Guna menentukan program dan kegiatan penanganan pemeliharaan jalan, 
maka penanganan pemeliharaan tersebut perlu dilakukan perencanaan dengan 
baik berdasarkan parameter kerusakan yang terjadi. Parameter kerusakan jalan 
ini dapat berupa lubang, retak, amblas, atau alur. Dengan mengetahui luasan 
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setiap jenis kerusakan yang terjadi disuatu ruas jalan maka kondisi ruas jalan 
tersebut dapat ditentukan berdasarkan Tabel 3.1. Data kondisi kerusakan jalan 
yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung hanyalah 
kerusakan lubang dan retak sehingga pada penelitian ini kategori tingkat 
kerusakan hanya mengacu kepada kedua jenis kerusakan tersebut. 
Kaidah yang digunakan dalam menyusun kebutuhan penanganan jalan 
untuk semua ruas jalan yakni ; ruas jalan yang saat ini dalam kondisi baik 
ditangani dengan pemeliharaan rutin, ruas jalan yang saat ini dalam kondisi 
sedang ditangani dengan pemeliharaan berkala, ruas jalan yang saat ini dalam 
kondisi rusak ditangani dengan peningkatan dan ruas jalan yang saat ini dalam 
kondisi rusak berat ditangani dengan rekonstruksi. 
Untuk menghitung kebutuhan biaya penanganan tiap-tiap ruas jalan 
berdasarkan kaidah yang telah disampaikan diatas dengan jenis item pekerjaan 
dan harga satuan pekerjaan pemeliharaan seperti yang telah disampaikan pada 
Tabel 4.2, dengan anggapan 100 % dana tersedia. Hasil perhitungan 
kebutuhan biaya penanganan pemeliharaan jalan untuk semua ruas jalan 
ditunjukkan pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Kebutuhan Biaya Penanganan Pemeliharaan 
NOMOR KONDISI JENIS BIAYA 
URUT RUAS 
N A M A   R U A S 
JALAN PENANGANAN ( Rp ) 
1 2 3 4 5 6 
1 001 BANDUNG-SRIPIT sedang Pem. Berkala            53.293.301,00  
2 002 BANDUNG-BESUKI sedang Pem. Berkala            44.386.414,00  
3 003 GAMBIRAN-BESUKI sedang Pem. Berkala            29.333.493,00  
4 005 BANDUNG-GANDONG sedang Pem. Berkala            40.034.378,00  
5 006 BANDUNG-SODO rusak Peningkatan       1.597.498.037,00  
6 007 NGRANCE-SODO sedang Pem. Berkala            35.881.120,00  
7 008 CAMPURDARAT-SODO rusak Peningkatan       1.122.506.267,00  
8 009 SAWO-TUMPAKMERGO sedang Pem. Berkala            34.856.367,00  
9 010 CAMPURDARAT-SAWO sedang Pem. Berkala            47.968.144,00  
10 011 PAKISREJO-TUMPAKMERGO rusak berat Rekontruksi       2.951.760.866,00  
11 012 TANGGUNGGUNUNG-TUMPAKMERGO sedang Pem. Berkala            24.063.839,00  
12 014 BOYOLANGU-CAMPURDARAT sedang Pem. Berkala            50.671.421,00  
13 028 POJOK-PAGERSARI sedang Pem. Berkala            30.670.253,00  
14 032 KALITALUN-SINE rusak berat Rekontruksi       6.396.531.317,00  
15 033 TANGGUNGGUNUNG-KALIBATUR sedang Pem. Berkala            75.610.034,00  
16 034 KALIBATUR-KALIGENTONG sedang Pem. Berkala            44.954.104,00  
17 036 KARANGTALUN-TUMPAKNONGKO sedang Pem. Berkala            27.806.791,00  
18 039 KARANGTALUN-WINONG rusak berat Rekontruksi       3.358.145.617,00  
19 050 GEBANG-SANAN sedang Pem. Berkala            10.810.971,00  
20 059 SAWO-GAMBIRAN sedang Pem. Berkala            28.916.581,00  
21 060 GAMBIRAN-POPOH sedang Pem. Berkala            51.846.025,00  
22 064 GEBANG-NGEBONG rusak Peningkatan       1.338.160.055,00  
23 097 TUMPAKMERGO-BRUMBUN rusak berat Rekontruksi       5.649.405.660,00  
24 104 BESUKI-WATULIMO rusak berat Rekontruksi       4.924.486.688,00  
25 105 BESUKI-SAWENTAR baik Pem. Rutin            22.723.390,00  
26 108 NGENTRONG-NGREJO baik Pem. Rutin            13.366.700,00  
27 112 GEBANG-BOYOLANGU rusak Peningkatan       1.511.137.211,00  
28 115 GESIKAN-WATES sedang Pem. Berkala            67.318.864,00  
29 116 GERBO-POPOH sedang Pem. Berkala            11.797.037,00  
30 117 GERBO-SIDEM sedang Pem. Berkala            13.592.749,00  
31 119 BANDUNG-SURUHAN KIDUL sedang Pem. Berkala              7.013.409,00  
32 132 NGUNGGAHAN-SURUHAN KIDUL baik Pem. Rutin              5.346.680,00  
33 133 GANDONG-BANTENGAN rusak Peningkatan       1.313.385.174,00  
34 134 GANDONG-PAKEL baik Pem. Rutin            13.634.034,00  
35 135 GANDONG-SANAN sedang Pem. Berkala            34.925.073,00  
36 138 SUKOANYAR-GOMBANG sedang Pem. Berkala            16.112.809,00  
37 144 PAKEL-NGEBONG sedang Pem. Berkala            14.510.863,00  
38 149 CAMPURDARAT-PAKISREJO sedang Pem. Berkala            37.831.371,00  
39 173 TANGGUNGGUNUNG-KLAMPOK sedang Pem. Berkala            30.528.479,00  
40 174 KRESIKAN-DAWUNG baik Pem. Rutin            19.314.882,00  
41 177 POJOK-PELEM baik Pem. Rutin            13.634.034,00  
42 179 TANGGUL TURUS-SRIPIT baik Pem. Rutin            19.248.048,00  
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Tabel 4.10 Kebutuhan Biaya Penanganan Pemeliharaan ( Lanjutan ) 
NOMOR KONDISI JENIS BIAYA 
URUT RUAS 
N A M A   R U A S 
JALAN PENANGANAN ( Rp ) 
1 2 3 4 5 6 
43 181 GESIKAN-GEMPOLAN baik Pem. Rutin              8.554.688,00  
44 186 GANDONG-NGEPEH baik Pem. Rutin              8.020.020,00  
45 295 GEMPOLAN - BTS KAB. TRENGGALEK sedang Pem. Berkala              4.526.324,00  
46 306 KEBON - BANGUNJAYA baik Pem. Rutin              1.015.869,00  
47 307 NGRANCE - SANAN sedang Pem. Berkala              5.971.759,00  
48 311 PECUK - WATES baik Pem. Rutin              8.902.222,00  
49 328 GOMBANG - SUWALUH baik Pem. Rutin              4.812.012,00  
50 336 NGEBONG - TAMBAN sedang Pem. Berkala              7.498.045,00  
51 337 SODO - TAMBAN sedang Pem. Berkala            16.562.342,00  
52 349 SUKOANYAR - SAMBITAN baik Pem. Rutin              2.272.339,00  
53 355 JALAN LINGKUNGAN DESA BANDUNG sedang Pem. Berkala              9.069.444,00  
54 356 JALAN LINGKUNGAN PASAR BANDUNG rusak berat Rekontruksi          986.059.110,00  
55 357 BANDUNG - SURUHAN KIDUL baik Pem. Rutin              2.272.339,00  
56 358 BONSARI - KALIREJO NGUNGGAHAN baik Pem. Rutin              5.079.346,00  
57 359 CONTHONG - KALIREJO NGUNGGAHAN baik Pem. Rutin              9.383.423,00  
58 363 BANDUNG - NGUNGGAHAN baik Pem. Rutin              2.539.673,00  
59 364 TANGGUL KUNDUNG - KALIANYAR baik Pem. Rutin              3.288.208,00  
60 366 SURUHAN LOR - GOMBANG baik Pem. Rutin              4.304.077,00  
61 376 SURUHAN LOR - SUKOHARJO baik Pem. Rutin              5.079.346,00  
62 389 JALAN LINGKUNGAN DESA MERGAYU baik Pem. Rutin              3.047.608,00  
63 393 TANGGUL TURIS - KEBOIRENG sedang Pem. Berkala              9.736.278,00  
64 394 SAWO - GAMPING baik Pem. Rutin              4.330.811,00  
65 395 JALAN DESA GEDANGAN baik Pem. Rutin              5.079.346,00  
66 396 DSN KAUMAN - DSN BLIMBANG rusak berat Rekontruksi       1.599.025.276,00  
67 397 JALAN LINGKAR PASAR C.DARAT baik Pem. Rutin              4.838.745,00  
68 398 JL LINGKAR DSN KAUMAN C.DARAT baik Pem. Rutin              3.288.208,00  
69 399 KENDHIT - GLOTHAN DESA TANGGUNG baik Pem. Rutin              6.095.215,00  
Sumber : Hasil Analisis 
 
3.   Penyusunan Prioritas Penanganan Pemeliharaan Jalan 
Pada sub bab ini akan disampaikan mengenai proses dan hasil prioritasi 
kegiatan penanganan jalan kabupaten di wilayah studi, yakni Kabupaten 
Tulungagung. Proses prioritasi dilakukan dengan alat bantu metoda Analytical 
Hierarchi Process (AHP) yang latar belakang teoretis serta metodanya 
disampaikan pada Bab 3. Di atas telah disampaikan mengenai kebutuhan 
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penanganan pemeliharaan jalan berikut dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan. 
Dalam metoda Analytical Hierarchi Process yang digunakan sebagai alat bantu 
analisis untuk menentukan prioritas penanganan pemeliharaan jalan ini disebut 
sebagai alternatif (alternative). 
Pada Sub Bab diatas telah disampaikan pula mengenai bobot dan variabel 
kriteria yang dipakai sebagai masukan dalam AHP yang disebut sebagai 
weighting variables. Sedangkan proses skoring (scoring) dari setiap alternatif 
untuk masing-masing variabel kriteria akan disampaikan sebagai berikut.  
 
a.  Proses Prioritasi Penanganan Jalan 
Proses prioritasi penanganan jalan kabupaten dilakukan dengan 
mekanisme sebagai berikut: 
1) Pada setiap ruas jalan dilakukan proses skoring terhadap masing-masing 
kriteria dan variabelnya dengan metoda skoring seperti yang disampaikan 
pada Bab 3. 
2) Kemudian dibuat matriks kinerja (performance matrix) dengan 
mengalikan hasil skoring Langkah 1, dengan bobot relatif setiap kriteria 
(lihat Lampiran 4). 
3) Prioritasi penanganan jalan setiap ruas jalan dilakukan dengan 
membandingkan kinerja setiap segmen ruas jalan terhadap kriteria, hasil 
Langkah 2, di mana segmen ruas jalan yang memberikan nilai skor 
terbobotkan yang lebih tinggi akan diprioritaskan penanganannya. 
 
  
114 
b.  Penyampaian Hasil Skoring dan Prioritas Penanganan Ruas Jalan  
Pada Lampiran 4 menunjukkan hasil skoring, Lampiran 5 menunjukkan 
hasil performance matrix dan Lampiran 6 menunjukkan hasil prioritasi 
penanganan ruas jalan. Hasil penilaian kriteria dan perangkingan yang 
dilakukan untuk seluruh ruas jalan disajikan pada Lampiran 6. Dalam 
lampiran ini dapat dilihat urutan prioritas penanganan ruas jalan berdasarkan 
penilaian kriteria yang telah dilakukan. Ruas jalan Boyolangu – Campurdarat 
dengan fungsi arteri dan dan jenis kerusakan sedang menempati urutan 
pertama prioritas penanganan, diikuti oleh ruas jalan Tumpakmergo – 
Brumbun dengan fungsi kolektor dan jenis kerusakan rusak berat pada urutan 
kedua. Sedang urutan penanganan terakhir ditempati oleh ruas jalan Kebon – 
Bangunjaya dengan fungsi lokal dan jenis kondisi baik.  
 
4.   Program Penanganan Jalan dengan Beberapa Skenario Ketersediaan 
Dana 
a.  Program Penanganan Jalan Tahunan dengan Skenario Alokasi Dana 100 % 
Ketersediaan Dana  
Dari hasil analisa data yang selengkapnya ditampilkan dalam Lampiran 
9, segmen ruas jalan kabupaten di Koordinator Wilayah Campurdarat 
Kabupaten Tulungagung yang membutuhkan penanganan pemeliharaan rutin 
sebanyak 69 ruas jalan dengan total panjang 247,755 km, pemeliharaan 
berkala diberikan kepada 31 ruas jalan dengan total panjang 107,840 km, 
peningkatan diberikan kepada 5 ruas jalan dengan total panjang 25,200 km 
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dan rekonstruksi diberikan kepada 7 ruas jalan dengan total panjang 40,100 
km. Total biaya yang dibutuhkan  adalah sebesar Rp. 33.865.670.621,00. 
Resume alokasi biaya per jenis penanganan ditampilkan dalam Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana 100 %  
Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya No Penanganan 
( KM ) ( Rp ) 
1 Rutin             247,755         662.333.352,00  
2 Berkala             107,840         629.805.094,00  
3 Peningkatan               25,200      6.815.318.576,00  
4 Rekonstruksi               40,100    25.758.213.599,00  
  T o t a l     33.865.670.621,00  
Sumber : Hasil Analisis 
Penerapan skenario alokasi dana ini akan mengakibatkan total panjang 
jalan 247,755 km dalam daftar kebutuhan berada dalam kondisi baik 
sepanjang tahun, dimana level kondisi seluruh jalan selalu diposisikan pada 
posisi Indek Kerusakan Jalan (IKJ) sama dengan 0.  
 
b.  Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana 75 % 
Ketersediaan Dana  
Hasil simulasi penerapan skenario ini selengkapnya ditampilkan dalam 
Lampiran 10. Pemeliharaan rutin diberikan kepada 69 ruas jalan dengan total 
panjang 247,755 km, pemeliharaan berkala diberikan kepada 31 ruas jalan 
dengan total panjang 107,840 km, peningkatan diberikan kepada 5 ruas jalan 
dengan total panjang 25,200 km dan rekonstruksi diberikan kepada 4 ruas 
jalan dengan total panjang 27,166 km. Total biaya yang dibutuhkan  adalah 
  
116 
sebesar Rp. 25.399.252.966,00. Resume alokasi biaya per jenis penanganan 
ditampilkan dalam Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana  75 %  
Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya No Penanganan 
( KM ) ( Rp ) 
1 Rutin                   247,755             62.333.352,00  
2 Berkala                   107,840             29.805.094,00  
3 Peningkatan                     25,200          .788.454.320,00  
4 Rekonstruksi                     27,166      19.318.660.199,00  
  T o t a l       25.399.252.965,00  
Sumber : Hasil Analisis 
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Gambar 4.4 Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan Skenario 
Alokasi Dana 75 % Ketersediaan Dana 
 
Pada Gambar 4.4  memperlihatkan  bahwa  dengan adanya keterbatasan 
dana ( 75% kebutuhan ) maka penanganan rekonstruksi untuk kondisi jalan 
rusak berat hanya dapat dikerjakan 67,75 % dari kebutuhan. Sebagai akibat 
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keterbatasan dana ini maka ruas jalan Besuki-Watulimo menjadi urutan 
terakhir mendapatkan sisa dana, yang seharusnya sebesar Rp. 4.903.901.969,- 
dengan panjang ruas 7,700 km menjadi Rp.3.703.909.500,- dengan panjang 
ruas 5,816 km.  Sedangkan penanganan pemeliharaan rutin, berkala dan 
peningkatan dapat dikerjakan 100 % kebutuhan. Persentase panjang total ruas 
jalan beraspal yang dapat ditangani sebesar 94,78 % dari kebutuhan.  
 
c.  Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana  50 % 
Ketersediaan Dana  
Hasil simulasi penerapan skenario ini selengkapnya ditampilkan dalam 
Lampiran 11. Pemeliharaan rutin diberikan kepada 69 ruas jalan dengan total 
panjang 247,755 km, pemeliharaan berkala diberikan kepada 31 ruas jalan 
dengan total panjang 107,840 km, peningkatan diberikan kepada 5 ruas jalan 
dengan total panjang 25,200 km dan rekonstruksi diberikan kepada 2 ruas 
jalan dengan total panjang 14,631 km. Total biaya yang dibutuhkan  adalah 
sebesar Rp. 16.932.835.311,00. Resume alokasi biaya per jenis penanganan 
ditampilkan dalam Tabel 4.13. 
Tabel 4.13 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana  50 %  
Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya No Penanganan 
( KM ) ( Rp ) 
1 Rutin                    247,755         662.333.352,00  
2 Berkala                    107,840         629.805.094,00  
3 Peningkatan                      25,200      6.815.318.576,00  
4 Rekonstruksi                      14,631      8.825.378.289,00  
  T o t a l     16.932.835.311,00  
Sumber : Hasil Analisis 
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Gambar 4.5 Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan Skenario 
Alokasi Dana 50 % ketersediaan Dana 
 
Pada Gambar 4.5  memperlihatkan  bahwa  dengan adanya keterbatasan 
dana ( 50% kebutuhan ) maka penanganan rekonstruksi untuk kondisi jalan 
rusak berat hanya dapat dikerjakan 36,49 % dari kebutuhan. Sebagai akibat 
keterbatasan dana ini maka ruas jalan Kalitalun-Sine menjadi urutan terakhir 
mendapatkan sisa dana, yang seharusnya sebesar Rp. 6.365.520.573,- dengan 
panjang ruas 11,600 km menjadi Rp.3.199.498.020,- dengan panjang ruas 
5,831 km.  Sedangkan penanganan pemeliharaan rutin, berkala dan 
peningkatan dapat dikerjakan 100 % kebutuhan. Persentase panjang total ruas 
jalan beraspal yang dapat ditangani sebesar 89,72 % dari kebutuhan.  
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d. Program Penanganan Jalan dengan Skenario Alokasi Dana  25 % 
Ketersediaan Dana  
Hasil simulasi penerapan skenario ini selengkapnya ditampilkan dalam 
Lampiran 12. Pemeliharaan rutin diberikan kepada 69 ruas jalan dengan total 
panjang 247,755 km, pemeliharaan berkala diberikan kepada 31 ruas jalan 
dengan total panjang 107,840 km, peningkatan diberikan kepada 5 ruas jalan 
dengan total panjang 25,200 km dan rekonstruksi diberikan kepada 1 ruas 
jalan dengan total panjang 0,561 km. Total biaya yang dibutuhkan  adalah 
sebesar Rp.8.466.417.655,00. Resume alokasi biaya per jenis penanganan 
ditampilkan dalam Tabel 4.14. 
Tabel 4.14 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana  25 %  
Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya No Penanganan 
( KM ) ( Rp ) 
1 Rutin                    247,755         662.333.352,00  
2 Berkala                    107,840         629.805.094,00  
3 Peningkatan                      25,200      6.815.318.576,00  
4 Rekonstruksi                        0,561         358.960.633,00  
  T o t a l       8.466.417.655,00  
Sumber : Hasil Analisis 
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Gambar 4.6 Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan Skenario 
Alokasi Dana 25 % ketersediaan Dana 
 
Pada Gambar 4.6  memperlihatkan  bahwa  dengan adanya keterbatasan 
dana ( 25% kebutuhan ) maka penanganan rekonstruksi untuk kondisi jalan 
rusak berat hanya dapat dikerjakan 1,40% dari kebutuhan. Sebagai akibat 
keterbatasan dana ini maka ruas jalan Tumpakmergo-Brumbun menjadi 
urutan terakhir mendapatkan sisa dana, yang seharusnya sebesar Rp. 
5.625.880.268,- dengan panjang ruas 8,800 km menjadi Rp. 358.960.633,- 
dengan panjang ruas 0,561 km.  Sedangkan penanganan pemeliharaan rutin, 
berkala dan peningkatan dapat dikerjakan 100 % kebutuhan. Persentase 
panjang total ruas jalan beraspal yang dapat ditangani sebesar 84,04 % dari 
kebutuhan.  
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e. Program Penanganan Jalan Sesuai Kemampuan Daerah Kabupaten 
Tulungagung  ( 32,25 % Ketersediaan Dana ) 
Hasil simulasi penerapan skenario ini selengkapnya ditampilkan dalam 
Lampiran 13. Pemeliharaan rutin diberikan kepada 69 ruas jalan dengan total 
panjang 247,755 km, pemeliharaan berkala diberikan kepada 31 ruas jalan 
dengan total panjang 107,840 km, peningkatan diberikan kepada 5 ruas jalan 
dengan total panjang 25,200 km dan rekonstruksi diberikan hanya kepada 1 
ruas jalan dengan total panjang 4,400 km. Total biaya yang dibutuhkan  
adalah sebesar Rp.10.920.600.000,00. Resume alokasi biaya per jenis 
penanganan ditampilkan dalam Tabel 4.15. 
Tabel 4.15 Biaya Penanganan dengan Alokasi Dana sesuai 
Kemampuan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Panjang Ruas Jalan Alokasi Biaya No Penanganan 
( KM ) ( Rp ) 
1 Rutin                    247,755         662.333.352,00  
2 Berkala                    107,840         629.805.094,00  
3 Peningkatan                      25,200        6.815.318.576,00  
4 Rekonstruksi                         4,400 2.813.142.978,00  
  T o t a l       10.920.600.000,00  
Sumber : Hasil Analisis 
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Gambar 4.7 Panjang Ruas Jalan yang Ditangani dengan Alokasi 
Dana Kemampuan Daerah Kabupaten Tulungagung 
 
Pada Gambar 4.7  memperlihatkan  bahwa  dengan adanya keterbatasan 
dana ( 32,25% kebutuhan ) maka penanganan rekonstruksi tidak dapat 
dikerjakan semua karena keterbatasan dana. Penanganan pemeliharaan 
terakhir diberikan pada  ruas jalan Tumpakmergo-Brumbun dengan 
rekonstruksi. Sisa dana yang ada sebesar Rp. 2.813.142.978,- hanya dapat 
digunakan untuk peningkatan ruas jalan sepanjang 4,400 km. Sedangkan 
penanganan pemeliharaan rutin dan berkala harus mendapatkan prioritas 
dalam menerima alokasi dana sesuai Petunjuk Perencanaan dan Penyusunan 
Program Jalan Kabupaten (SK:77/KPTS/Db/1990). Dengan keterbatasan 
dana ini maka ruas jalan yang tidak dapat ditangani sesuai kondisinya terdiri 
dari 6 ruas jalan kondisi rusak berat dan hanya dapat ditangani dengan 
pemeliharaan rutin.  
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Rincian pembiayaan per jenis penanganan untuk setiap skenario alokasi 
dana penanganan disajikan dalam Tabel 4.16 dan perbandingan alokasi 
biayanya divisualisasikan pada Gambar 4.8. 
Tabel 4.16 Biaya Per Jenis Penanganan untuk Setiap Skenario Alokasi Dana   
Skenario Alokasi Dana 
Kemampuan  
100% 75% 50% 25% 
Daerah 
No Penanganan 
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 
1 Rutin        662.333.352         662.333.352         662.333.352       662.333.352       662.333.352  
2 Berkala        629.805.094         629.805.094         629.805.094       629.805.094       629.805.094  
3 Peningkatan     6.815.318.576      6.815.318.576      6.815.318.576    6.815.318.576    6.815.318.576 
4 Rekonstruksi   25.758.213.599    17.291.795.944      8.825.378.289       358.960.633  2.813.142.978 
  T o t a l   33.865.670.621    25.399.252.966    16.932.835.311    8.466.417.655    10.920.600.000 
Sumber : Hasil Analisis 
 
Berdasarkan table 4.16, untuk skenario alokasi dana 75 % ketersediaan dana 
sebesar Rp. 25.399.252.966,-  persentase realisasi pembiayaan untuk 
pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan  adalah 100 % dari 
kebutuhan menurut kondisi kerusakan, sedangkan persentase realisasi 
pembiayaan untuk rekonstruksi adalah hanya 67,13 % dari kebutuhan menurut 
kondisi kerusakan. 
 
Skenario alokasi dana 50 % ketersediaan dana sebesar Rp. 16.932.835.311,-  
persentase realisasi pembiayaan untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala 
dan peningkatan tetap 100 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan, 
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sedangkan persentase realisasi pembiayaan untuk rekonstruksi adalah hanya 
34,26 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan. 
 
Skenario alokasi dana 25 % ketersediaan dana sebesar Rp. 8.466.417.655,- 
persentase realisasi pembiayaan untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala 
dan peningkatan tetap 100 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan, 
sedangkan  persentase  realisasi pembiayaan untuk rekonstruksi sangat kecil 
hanya 1,39 % dari kebutuhan menurut kondisi kerusakan. 
 
Skenario alokasi dana berdasarkan kemampuan daerah Kabupaten Tulungagung 
sebesar Rp. 10.920.600.000,- persentase realisasi pembiayaan untuk 
pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan tetap 100 % dari 
kebutuhan menurut kondisi kerusakan, sedangkan  persentase  realisasi 
pembiayaan untuk rekonstruksi hanya 10,92 % dari kebutuhan menurut kondisi 
kerusakan. 
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Resume dampak penerapan setiap skenario alokasi dana penanganan jalan 
disajikan  pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.17  Panjang Jalan Pasca Penanganan  Sesuai Kondisi  
Panjang Jalan ( Km ) 
No Skenario 
Alokasi Dana Sebelum  Sesudah Tidak  
Tertangani 
1 100%  247,755    247,755                  -  
2 75%   247,755  234,821         12,934  
3 50%   247,755     222,286         25,469  
4 25%  247,755    208,216         39,539  
5 Kem.Daerah   247,755    212,055        35,700  
Sumber : Hasil Analisis 
 
Hasil penerapan skenario alokasi dana terbatas pada penanganan jalan dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam skenario alokasi dana 100% 
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ketersediaan dana dihasilkan jalan dengan kondisi baik sepanjang 247,755 km     
( 100% panjang jalan dalam daftar kebutuhan ).  
 
Skenario alokasi dana 75% ketersediaan dana menghasilkan jalan dengan kondisi 
baik sepanjang 234,821 km ( 94,78 % panjang jalan dalam daftar kebutuhan ). 
Jalan yang tidak mendapat alokasi dana penanganan sesuai kondisi   ( 12,934 km 
panjang jalan kondisi rusak berat ) ditangani dengan pemeliharaan rutin. 
 
Skenario alokasi dana 50% ketersediaan dana menghasilkan jalan dengan kondisi 
baik sepanjang 222,286 km ( 87,72 % panjang jalan dalam daftar kebutuhan ). 
Jalan yang tidak mendapat alokasi dana penanganan sesuai kondisi   ( 25,469 km 
panjang jalan kondisi rusak berat ) ditangani dengan pemeliharaan rutin. 
 
Skenario alokasi dana 25% ketersediaan dana menghasilkan jalan dengan kondisi 
baik sepanjang 208,216 km ( 84,04 % panjang jalan dalam daftar kebutuhan ). 
Jalan yang tidak mendapat alokasi dana penanganan sesuai kondisi ( 39,539 km 
panjang jalan kondisi rusak berat ) ditangani dengan pemeliharaan rutin. 
 
 
Skenario alokasi dana berdasarkan kemampuan daerah Kabupaten Tulungagung 
menghasilkan jalan dengan kondisi baik sepanjang 212,055 km ( 85,59 % 
panjang jalan dalam daftar kebutuhan ). Jalan yang tidak mendapat alokasi dana 
penanganan sesuai kondisi ( 35,700 km panjang jalan kondisi rusak berat ) 
ditangani hanya dengan pemeliharaan rutin. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
F. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada 
penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Identifikasi data jaringan dan kerusakan jalan beraspal pada ruas-ruas jalan 
kabupaten di Koordinator Wilayah Campurdarat Kabupaten Tulungagung untuk 
mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan,. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa dari 69 ruas jalan dengan panjang 247,755 km telah diperoleh 26 ruas 
jalan kondisi baik dengan panjang74,615 km, 31 ruas jalan sedang dengan 
panjang 107,840 km, 5 ruas jalan rusak dengan panjang 25,200 km dan 7 ruas 
jalan rusak berat dengan panjang 40,100 km. 
2. Analisa skala prioritas penanganan pemeliharaan jalan kabupaten dengan 
menggunakan metode Analitical Hierarchy Process ( AHP ) dapat dipergunakan 
untuk menentukan urutan / prioritas ruas-ruas jalan yang akan mendapatkan 
penanganan pemeliharaan, dengan membagi persoalan pokok menjadi 4 elemen 
yang merupakan kriteria dalam penanganan pemeliharaan jalan. Kriteria yang 
memperoleh prioritas paling tinggi adalah kondisi struktur jalan dengan bobot 
38,30 %, prioritas kedua kriteria kondisi lalu lintas dengan bobot 33,10 %, 
prioritas ketiga kriteria kondisi pelayanan dengan bobot 15,20 % dan terakhir 
kriteria tuntutan masyarakat dengan bobot 13,40 %. Untuk kriteria kondisi 
115 
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pelayanan dan tuntutan masyarakat walaupun ada sedikit pengaruhnya dan 
dianggap kurang penting dalam penentuan penanganan pemeliharaan jalan. 
3. Sistem dan rencana anggaran prioritas biaya disusun berdasarkan rangking jenis 
penanganan menurut kebutuhan dengan prioritas utama pemeliharaan rutin, 
pemeliharaan berkala, peningkatan dan terakhir rekonstruksi secara berurutan 
sesuai dengan ketersediaan dana yang ada tiap tahun anggaran. Hasil analisa 
menunjukkan bahwa penilaian dan pembobotan terhadap kriteria mampu 
menampilkan urutan prioritas yang sesuai dengan kondisi yang ada. Penerapan 
skenario penggunaan alokasi dana sebesar 100%, 75%, 50%, 25% ketersediaan 
dana, menunjukkan kondisi ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah 
yang besarnya alokasi dana tidak tentu. 
 
G. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, untuk hasil yang lebih baik 
maka saran yang dapat diajukan terkait dengan penentuan prioritas pemeliharaan 
dengan ketersediaan dana yaitu : 
1. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan pemeriksaan yang lebih detail 
mengenai kriteria dan variabel kriteria yang digunakan untuk prioritas alokasi 
dana penanganan pemeliharaan jalan. 
2. Perlu adanya kajian tentang karakteristik setiap jenis kerusakan yang lebih 
lengkap ( amblas dan alur ) untuk dapat menghasilkan penentuan golongan 
kondisi kerusakan ( baik, sedang, rusak dan rusak berat ) yang lebih tepat. 
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3. Penelitian sejenis hendaknya didukung historikal data yang memadai untuk 
setiap jenis kerusakan sehingga selain bisa didapatkan nilai kerusakan jalan 
yang lebih representatif, juga dapat dilakukan prediksi kerusakan jalan pada 
beberapa tahun tinjauan untuk dapat menghasilkan suatu manajemen 
penanganan jalan dalam jangka panjang. 
4. Terkait dengan metoda ketersediaan alokasi dana dalam penanganan 
pemeliharaan jalan, perlu adanya penyusunan perangkat lunak yang lebih 
disempurnakan sebagai alat bantu agar proses iterasi alokasi dana mulai dari 
alokasi untuk penanganan minimal (rutin) hingga alokasi dana sisa yang 
disesuaikan dengan target pencapaian kondisi akibat penanganan ataupun 
untuk alokasi dana bagi prioritas penanganan selanjutnya dapat lebih cepat 
dilakukan. 
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